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Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk-bentuk pendisiplinan 
yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak; (2) menjelaskan 
mekanisme pembentukan tubuh yang taat di sekolah.  
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Surakarta dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif serta melalui pendekatan penelitian deskriptif 
kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari observasi yaitu implikasi 
pelaksanaan pendisiplinan oleh guru BK, wawancara dan dokumentasi yang 
diambil dari buku catatan serta rekapan ijin siswa meninggalkan sekolah. 
Wawancara dilakukan dengan informan yang terpilih yaitu 3 siswa kelas VII, 3 
siswa kelas VIII, 2 siswa kelas IX dan 2 orang guru. Subjek penelitian ditetapkan 
mengguakan teknik purposive sampling. Teknik uji validitas data dalam penelitian 
ini dilakukan melalui proses triangulasi data dan triangulasi metode, serta teknik 
analisis data yang digunakan berpedoman pada model interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pendisiplinan 
yang dilakukan di SMPN 3 Surakarta adalah pemberian sanksi, pengawasan oleh 
sekolah serta pengawasan melalui kerjasama dengan orangtua siswa. Sanksi yang 
diberikan oleh sekolah berupa sanksi poin dan razia telepon genggam. Kemudian 
pengawasan siswa yang dilakukan oleh sekolah meliputi pemasangan CCTV, 
pemusatan pintu keluar dan masuk, penerapan surat ijin, dan penyediaan telepon 
genggam sekolah serta pengawasan dengan kerjasama dengan orangtua dilakukan 
melalui pembentukan grup paguyuban kelas 
Analisis pembentukan tubuh yang taat menggunakan teori disiplin dan 
hukuman Michel Foucault menunjukkan adanya relasi kuasa-pengetahuan yang 
mengikat dan menguasai siswa tampak dari adanya aturan serta tata tertib yang 
menjadi standar kehidupan disekolah, adaya konsekuensi berupa sanksi poin dan 
razia telepon genggam membuat siswa tunduk terhadap aturan yang berlaku. 
Pengawasan melalui CCTV, pemusatan pintu keluar dan masuk, penerapan surat 
ijin, pembentukan grup paguyuban serta penyediaan telepon genggam 
mewujudkan sistem panopticon di dalam sekolah yang berfungsi untuk 
mengawasi apa saja yang dilakukan oleh siswa dan memastikan mereka taat 












Nadia Hana Christiningsih. K8414035. DISIPLINARY EFFORTS OF 
STUDENTS IN REALIZING A CHILD-FRIENDLY SCHOOL IN SMPN 3 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, September 2018. 
This study aimed to (1) analyze the forms of school discipline in realizing a 
child-friendly school in SMPN 3 Surakarta; (2) explain the mechanism of the 
formation of a body that is obedient in school 
This study was conducted in SMPN 3 Surakarta by a qualitative method 
with the qualitative descriptive approach. The source of data emerged from 
observation, interview, and documentation. The interviews were done with the 
selected informants namely three students of class VII, three students of class 
VIII, two students of class IX, and two teachers. The subject of the study was 
selected by using purposive sampling technique. The data of the study were 
validated by using data triangulation and triangulation of methods, and analysis as 
well as by interactive model comprising data reduction, data display, and 
conclusion drawing. 
The result of the study showed that the forms of disciplines done by 
SMPN 3 Surakarta were sanction imposition, school control, and parental control. 
The sanctions imposed by the school were in the form of point and handphone 
seizure. Then, the school control toward the students covered CCTV installation, 
centralized enter and exit gate, permission letter implementation, school-
handphone provision and parent's collaboration by establishing class community. 
Obedient body formation analysis uses Michel Foucault's disciplinary 
theory and punishment showed that there was a binding power-knowledge 
relation. Control on students can be seen from the existence of rule and order as 
the standard of school life, the existence of consequences in the form of point and 
handphone seizure made students obey the prevailing rules.  Control through 
CCVT, centralized enter and exit gate, permission letter implementation, class 
community establishment, and school-handphone provision creates panopticon 
system which functions to control everything the students do and ensure they obey 














“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang” 
(Amsal 23:18) 
 
“Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh 
pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat semua manusi, terutama 
mereka yang percaya” 
(1 Timotius 4:10) 
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A. Latar Belakang 
 
Sekolah merupakan suatu lembaga yang telah lama dipandang sebagai agen 
yang mempersiapkan siswa untuk hidup, baik secara akademis maupun secara 
moral dalam masyarakat (Johanson dkk., 2011:109) Untuk mecapai moral yang 
baik salah satu peran sekolah adalah membuat siswa menjadi pribadi yang 
disiplin. Kedisiplinan merupakan suatu aspek yang penting dalam hidup seorang 
individu. Melalui kedisiplinan seorang individu diarahkan untuk mengenal hal-hal 
baik untuk mempersiapkan masa depan mereka (Rimm, 2004:47). Kedisipinan 
yang diinginkan tentu tidak dapat diperoleh secara instan namun memerlukan 
sebuah proses penanaman disiplin secara terus-menerus pada individu. 
Penanaman disiplin tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran serta 
pelatihan pada individu agar mematuhi peraturan dan tata tertib, baik dalam 
jangka pedek maupun jangka Panjang. 
Guru sebagai tenaga pendidik yang dipercaya untuk mendidik anak seringkali 
memilih hukuman sebagai cara untuk mendisiplinkan siswa. Hukuman merupakan 
tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga 
menimbulkan nestapa, sehingga dengan timbulnya nestapa tersebut, anak akan 
menjadi sadar akan perbuatannya yang salah dan akan berjanji di dalam hatinya 
untuk tidak mengulangi kembali (Indrakusuma, 1978:14). Rasa yang ditimbulkan 
akibat hukuman diharapkan membuat siswa jera, tidak lagi mengulangi 
pelanggarannya dan berubah menuju arah kebaikan. Guru pada zaman dahulu 
kerap mengedepankan hukuman secara fisik pada siswa seperti: memukul, 
mencubit, menarik rambut, menyuruh berdiri didepan kelas, bahkan sampai 
meminta anak untuk push up atau sit up guna mendisiplinkan anak mereka. Hal 
ini serupa dengan kondisi dari masyarakat tradisional yang digambarkan layaknya 
kehidupan masyarakat militer yang bersifat kaku, ketat serta hubungan yang 
terjalin di dalamnya bersifat patron-klien (Ritzer, 2012:125). 
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Melihat kebebasan guru dalam memberikan hukuman secara fisik guna 
mendisiplinkan siswa zaman dahulu bukan berarti tidak ada UU yang mengatur. 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak dijamin oleh 
Negara untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini memperlihatkan bahwa 
perlindungan anak telah ada zaman dahulu. Tetapi jarang kita dengar adanya 
kasus yang mempermasalahkan pendisiplinan guru dengan cara hukuman yang 
mengandung kekerasan. Namun jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini. 
Guru tidak lagi bebas mendisiplinkan siswa dengan jalan memberikan hukuman, 
terlebih menggunakan hukuman yang mengandung kekerasan. Hal ini disebabkan 
oleh adanya UU Perlindungan Anak yang telah dikeluarkan Pemerintah Pepublik 
Indonesia. Sejak tanggal 22 Oktober 2002 Pemerintah secara resmi mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
melindungi anak dari segala bentuk praktik kekerasan yang terjadi. UU No. 23 
Tahun 2002 ini menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah 
wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 
sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga 
pendidikan lainnya”. Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu 
kekerasan fisik, psikis dan seksual. Melalui kebijakan tersebut secara nyata 
terlihat bahwa anak dilindungi oleh hukum dari berbagai praktik kekerasan. Setiap 
peraturan tersebut dikeluarkan karena semakin sadarnya pemerintah serta 
masyarakat bahwa kekerasan bagaimana pun tujuannya tetap akan memberikan 
dampak negatif bagi perkembangan setiap siswa.  
Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah membuat guru harus 
lebih bijaksana dalam mengambil langkah untuk mendisiplinkan siswa. Guru 
harus mampu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan 
pendisiplinan yang dilakukan karena terlihat dengan jelas bahwa hukuman dengan 
sifat kekerasan berdapak negatif bagi siswa dan secara hukum siswa dilindungi 
dari segala praktik kekerasan dan bahkan sanksi pidana pun siap diberikan bagi 
pelanggarnya. Dengan demikian asumsinya semua siswa menerima pendisiplinan 
di sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sekolah ramah anak. 
19 
 
Setiap Undang-Undang serta berbagai hasil riset yang ada membuat 
pemerintah juga mengambil langkah nyata untuk mewujudkan Perlindungan anak 
di sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak. Sekolah ramah anak 
merupakan model sekolah yang memastikan setiap anak secara inklusif berada 
dalam lingkungan yang aman, nyaman secara fisik, sosial, psikis dan dapat hidup 
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai fase 
perkembangannya. Tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah 
untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan 
bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan 
anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang 
toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat 
perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang 
cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara 
emosional dan spiritual (Panduan Sekolah Ramah Anak) Dengan adanya program 
ini diharapkan Hak Perlindungan Anak dapat terpenuhi dengan baik melalui nilai-
nilai yang terkandung dalam Sekolah Ramah Anak.  
Meski telah ada berbagai peraturan serta program dari pemerintah, namun 
kenyataannya saat ini masih sering ditemui praktik hukuman menggunakan 
kekerasan yang dilakukan oleh guru sebagai cara mereka untuk mendisiplinkan 
siswa. Seperti yang dikutip dari surat kabar di Banyuwangi, Jawa Tengah. 
Seorang guru didapati menghukum siswanya dengan memukul kaki siswa 
menggunakan sebuah penggaris. Tindakan hukuman oleh guru ini dilakukan 
sebagai upaya membuat siswa jera karena telah memukul dan menendang 4 orang 
temannya. Tentu yang dilakukan siswa tersebut melanggar peraturan sehingga 
perlu pendisiplinan agar siswa menjadi jera. Namun langkah guru mendisiplinkan 
siswa dengan memberi hukuman berupa pemukulan ini akhirnya mendapat protes 
dari orang tua sehingga kasus ini harus berujung pada peradilan. (Saputra, 2016:2) 
Masih pada edisi yang sama, kasus lain juga ditemui di Majalengka Seorang 
guru SDN harus mendekam di tahanan. Hal ini dilatar belakangi karena guru 
mendisiplinkan siswa laki-laki yang rambutnya telah gondrong.  Guru tersebut 
pun mencukur rambut siswanya supaya siswa tersebut menaati tata tertib yang ada 
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di sekolah. Langkah pendisiplinan yang dilakukan oleh guru ini ternyata mendapat 
kecaman dari orantua siswa. Orangtua siswa yang tidak terima dengan perlakuan 
guru yang mencukur anaknya mendatangi rumah guru dan berbalik menggunting 
rambut guru tersebut dan memakinya. Langkah pendisiplinan oleh guru yang 
bertujuan positif agar anak dapat menaati peraturan malah nenimbulkan konflik.   
Hal ini juga ditemui dalam sebuah jurnal penelitian yang memperlihatkan 
adanya praktik pendisiplinan oleh guru dimana mencoba membuat anak jera dan 
taat dengan menggunakan cara kekerasan. Dalam sebuah penelitian di MTs. 
Palangka Raya didapati salah seorang guru melakukan langkah pendisiplian siswa 
yang melanggar tata tertib dengan cara menjemur siswa dan beberapa diminta 
untuk berlari mengelilingi lapangan yang akhirnya membuat salah satu anak pada 
putaran kedua akhirnya pingsan. Salah satu guru berinisial Al mengatakan bahwa 
sulit meniadakan hukuman sebagai cara mencegah pelanggaran siswa (Tamami, 
2017:55). Hukuman bersifat fisik sebagai langkah pendisiplinan juga mendapat 
tentangan dari Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) yang 
merupakan koalisi masyarakat sipil Indonesia yang memperjuangkan 
penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Aliansi PKTA melihat bahwa 
hukuman fisik bagi anak-anak harus dihentikan, karena anak merupakan 
kelompok yang paling rentan mendapatkan hukuman dari orang dewasa baik itu 
orang tua serta guru, dimana kekerasan tersebut dilegitimasi untuk 
memperbaiki/mengubah perilaku anak yang melakukan kesalahan (Tim Advokasi 
PKTA, 2017:1).  Sejalan dengan pernyataan dari Aliansi PKTA, pakar pendidikan 
Arief Rachman menyatakan bahwa kekerasan dalam konteks apapun tidak 
diperbolehkan, karena dalam kultur jaman dulu masih bisa diterima sedangkan 
dalam jaman sekarang ada hak asasi manusia. Arief mengatakan kekerasan di 
sekolah dalam konteks apapun tidak diperbolehkan. "Yang jelas menampar tidak 
boleh. Menjewer kalau kultur jaman dulu masih bisa diterima sekarang ada hak 
asasi manusia” (Afi, 2016:10).  
Masalah seputar pendisiplinan anak yang memenuhi Hak Perlindungan Anak 
selayaknya menjadi perhatian semua pihak terlebih bagi pemerintah. Namun jika 
kembali melihat kondisi di dunia pendidikan seperti yang tergambar diatas maka 
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timbul suatu pertanyaan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apakah tidak ada 
peraturan yang menjadi pedoman bagi pendisiplinan siswa? Lalu bentuk 
pendisiplinan apa yang seharusnya dilakukan guru? Karena guru akhirnya seperti 
dihadapkan pada suatu kondisi dilema, di satu sisi guru sebagai pendidik harus 
menegakkan disiplin siswa sementara pada sisi lainnya guru harus dengan hati-
hati memilih cara pendisiplinan karena takut menerima tuduhan melakukan 
kekerasan terhadap siswa.  
Dalam kontek sekolah di Kota Surakarta, salah satu bukti keseriusan 
Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak adalah 
dengan menunjuk beberapa sekolah dari jenjang PAUD hingga Sekolah Menegah 
Atas menjadi sekolah percontohan (Saputro, 2016:4). Namun, salah satu sekolah 
yang dianggap mampu menerapkan SRA tersebut adalah SMP N 3 Surakarta. 
Sebagai salah satu sekolah menengah favorit di Surakarta yang memiliki siswa 
dengan berbagai latar belakang yang berbeda, SMP N 3 dikatakan menjadi salah 
satu contoh sekolah yang telah mampu menerapkan nilai-nilai dasar SRA. Sebagai 
sekolah yang menyandang predikat Sekolah Ramah Anak tentu SMP N 3 
Surakarta sudah sepantasnya mampu memenuhi hak perlindungan anak di 
sekolah. Sudah seharusnya langkah pendisiplinan yang diberikan kepada siswa 
sesuai dengan nilai-nilai dasar Sekolah Ramah Anak. Namun pada kenyataanya 
berdasarkan observasi masih ada beberapa guru yang menganggap tanpa hukuman 
fisik maka anak tidak akan berubah. Hal ini mengindikasi bahwa guru belum 
benar-benar memahami bagaimana bentuk upaya yang tepat untuk mendisiplinkan 
siswa sesuai dengan nilai-nilai Sekolah Ramah Anak yang telah diterapkan di 
sekolah.  
Berdasarkan pada deskripsi permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai “Upaya Pendisiplinan Siswa Dalam 









B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan 
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah  
1. Bagaimana bentuk-bentuk pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam 
mewujudkan sekolah ramah anak? 
2. Bagaimana mekanisme pembentukan tubuh-tubuh yang taat di sekolah? 
 
C.  Tujuan  
Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah  
1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pendisiplinan yang dilakukan sekolah 
dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Surakarta. 




Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 
tentang upaya pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam 
mewujudkan sekolah ramah anak  
b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi 
penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
pengetahuan tentang upaya pendisiplinan yang dilakukan sekolah 
dalam mewujudkan sekolah ramah anak yang dilaksanakan dan dapat 
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digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi terkait dengan 
tercapainya dari tujuan Perlindungan Hak Anak. 
b. Bagi Peneliti 
Penelitian dapat digunakan untuk memahami analisis tentang bentuk 
upaya pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan 







KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
A. Kajian Pustaka 
 
1. Pendisiplinan dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak 
Penelitian upaya pendisiplinan siswa dalam mewujudkan sekolah ramah 
anak berlatar belakang adanya ketidaktepatan dalam upaya pendisiplinan 
siswa yang dilakukan di sekolah. Hal ini dapat terlihat dari cara guru 
mendisiplinkan siswa yang tidak berdasarkan dengan nilai-nilai perlindungan 
anak yang telah menjadi dasar dalam penyelengggraan Sekolah Ramah Anak. 
Ketidaktepatan dalam upaya pendisiplinan tersebut diantaranya seperti 
mencubit, menampar serta memukul. Merujuk pada Undang-Undang 
perlindungan anak oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 
Oktober 2002, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 54 ayat pertama disebutkan 
bahwa anak wajib memperoleh pendidikan dan memperoleh perlindungan 
selama ada dalam lingkungan pendidikan. “Anak di dalam dan di lingkungan 
satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan 
fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.  
Perlindungan yang dimaksudkan dalam ayat 1 merupakan kewajiban 
yang harus dilakukan oleh seluruh pendidik, tenaga pendidik, aparat 
pemerintah serta masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap anak dapat 
berjalan dengan maksimal jika semua pihak ikut terlibat didalamnya. Dalam 
pasal lain juga juga ditegaskan bahwa anak dalam hal ini adalah siswa tidak 
boleh dikenai perlakuan berupa kekerasan. Seperti yang terdapat pada Pasal 
76C UU 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap Orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan kekerasan terhadap Anak. 
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Keseriusan pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap anak 
diwujudkan dengan adanya sanksi yang mengikat bagi orang yang melanggar. 
Dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperkecil potensi terjadinya 
kekerasan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35 Tahun 2014 
yang berbunyi:  
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah).” 
 
Kemudian peraturan tentang Perlindungan Anak tersebut oleh 
pemerintah diwujudkan secara nyata melalui sebuah program yang 
dinamakan Kota Layak Anak. Program ini berfokus pada pembangunan 
daerah yang mengedepankan pemenuhan serta perlindungan hak setiap anak. 
Dalam program Kota Layak Anak tersebut, terdapat suatu program khusus 
yang dilakukan dalam tataran pendidikan yaitu Program Sekolah Ramah 
Anak. Program Sekolah Ramah Anak ini berangkat dari kondisi faktual 
sekolah yang sarat dengan pendisiplinan berbau kekerasan terhadap anak 
(Hendrian, 2016:2). Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk memenuhi, 
menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan 
pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta 
mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang 
toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat 
perdamaian. Satuan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah diharapkan tidak 
hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga dapat 
melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual (Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015:9) 
Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak memiliki dasar hukum 
yang kuat seperti yang tercantum pada Panduan Sekolah Ramah Anak yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia tahun 2015. Setidaknya tercatat ada 14 peraturan 
yang menopang program tersebut diantaranya terdapat dalam Undang-
Undang, Peraturan Presiden, Preraturan Pemerintah, serta 
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PERMENDIKNAS. Melalui Kebijakan Perlindungan Anak yang ada, proses 
pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah tentu harus berpedoman pada 
nilai-nilai perlindungan anak. Pendisiplinan tidak lagi bersifat kekerasan 
karena melalui kebijakan tersebut hak siswa sebagai seorang anak telah 
dijamin secara hukum. Dalam menjalankan sebuah program tentu diperlukan 
sebuah prinsip yang dipegang teguh agar tujuan dari program tersebut dapat 
tercapai. Begitu juga dengan Program Sekolah Ramah Anak yang dalam 
penyelenggaraannya memiliki lima prinsip penting. Prinsip-psrinsip tersebut 
seperti yang dinyatakan dalam panduan pelaksaan SRA oleh Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015:14)  antara lain 
sebagai berikut: 
a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk 
menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi 
berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar 
belakang orang tua; 
b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi 
pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang 
diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang 
berkaitan dengan anak didik; 
c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan 
lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin 
pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; 
d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup 
penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan 
dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; 
dan 
e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan 
pendidikan. 
 
Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam  Sekolah Ramah Anak, 
sekolah diharapkan mampu mewujudkan sekolah yang aman dan 
menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan, mampu 
menerpkan disiplin positif serta meningkatkan partisipasi peserta didik 
(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015:14) 
Hukuman fisik tidak lagi menjadi jalan bagi upaya pendisiplinan siswa 
terlebih dengan hasil riset yang ditemukan oleh Donal E. Greydanus 
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(ATHENS), professor bidang Pediatrik dan Perkembangan Manusia yang 
dikutip oleh Yusrini (2016:2) menyatakan bahwa terdapat 9 dampak negatif 
yang dihasilkan dari hukuman fisik yaitu: 
a. Para siswa yang selama disekolah mengalami luka fisik, tidak 
sedikit yang akhirnya didapati absen dari sekolah.  
b. Hukuman fisik juga tidak mampu memperbaiki perkembangan 
karakter seorang anak. Anak yang mendapat hukuman fisik tidak 
menjadi bertambah daya respeknya terhadap guru.   
c. Siswa yang mengalami hukuman fisik, selain mengalami luka fisik, 
juga mengalami luka emosional dan mental. Hukuman fisik tidak 
menunjukkan seseorang punya kemampuan pengendalian diri yang 
baik. 
d. Separuh siswa yang mengalami kekeraan fisik secara fatal 
mengalami gangguan bernama Educationally Induced Post-
Traumatic Stress Disorder (EIPSD). Gangguan ini analog dengan 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau stres pascatrauma, 
kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang dialami. 
Kondisi ini memicu depresi, kecemasan, dan mengganggu 
keseimbangan kesehatan mental.   
e. Anak yang mengalami kekerasan fisik biasanya mengalami 
gangguan kesulitan tidur, kelelahan, sedih dan perasaan tidak 
berguna, pikiran ingin bunuh diri, episode kecemasan, kemarahan 
dengan perasaan kebencian dan ledakan agresi, memburuknya 
hubungan sosial dengan teman-temannya, kesulitan konsentrasi, 
menurunkan prestasi di sekolah, perilaku antisosial, sikap 
membenci otoritas, keluhan psikosomatis, kecenderungan 
menghindari sekolah, kemungkinan drop out dari sekolah. 
f. Kekerasan fisik tidak mendorong kesuksesan akademik. 
g. Mendorong siswa menjadi lebih pemberontak, punya perilaku 
pendendam, dan keinginan tinggi untuk membalaskan dendam 
terhadap para pihak pelaku kekerasan di sekolah. 
h. Semakin tinggi hukuman fisik terjadi di suatu sekolah, angka 
kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah tersebut juga semakin 
tinggi. 
i. Siswa yang mengalami kekerasan fisik berisiko melakukan 
perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan obat terlarang dan 
alkohol. 
 
Sembilan dampak yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut juga 
dapat menjadi penguat dasar dari pendisiplinan tanpa harus melakukan 






2. Konsep Pendisiplinan  
Sehubungan dengan topik pendisiplinan, ada beberapa definisi 
mengenai pendisiplinan. Pendisiplinan dari kata dasar disiplin merupakan 
suatu sifat yang membentuk perilaku anak dan membantu mereka untuk 
mempelajari bagaimana mengendalikan diri melalui motivasi, tidak 
menyakitkan dan tidak menimbulkan konsekuensi negatif. Sedangkan 
menurut Elizabeth Hurlock, disiplin berasal dari kata “discipline” yaitu 
seorang yang belajar atau sukarelawan yang mengikuti seorang pemimpin” 
(Hurlock, 1995:82) 
Disisi lain disiplin memiliki suatu fungsi untuk mengendalikan, 
mengoreksi, mengatur, serta mengawasi tubuh. Untuk menjalankan fungsi 
tersebut, dalam membentuk sebuah disiplin memerlukan norma sebagai 
standar (Martono, 2014:92). Pendisiplinan lebih mengarah pada penanaman 
disiplin yang merupakan pembelajaran atau pelatihan kepada seseorang agar 
mematuhi peraturan atau tata cara, baik dalam jangka pendek maupun 
panjang serta juga dianggap sebagai mekanisme pembentukan perilaku 
individu yang menghasilkan tubuh yang taat pada serangkaian norma melalui 
sistem kontrol atau pengawasan terhadap idividu (Foucault, 1975:76) 
Terkait dengan topik penelitian pendisiplinan, ada beberapa jurnal 
maupun penelitian yang telah membahas mengenai pendisiplinan. Berikut 
merupakan pemaparan singkat mengenai beberapa penelitian tersebut. Dalam 
jurnal “Upaya Guru Dalam Mengembangkan Disiplin Belajar Siswa” 
(Purnama, 2006) Guru berkontribusi secara langsung maupun tidak terhadap 
beberapa masalah disiplin. Beberapa tindakan guru menjadi penyebab 
terbesar dalam mesalah pengembangan disiplin. Sebagai contoh terlambatnya 
guru tiba di kelas, penggunaan kata-kata sikap yang sarkasme, prosedur-
prosedur disiplin yang otoriter akan lebih menimbulkan siswa yang 
disruptive. Dalam kasus lain, munculnya kasus-kasus disiplin banyak 
ditimbulkan oleh permasalahan-permasalahan dalam pengajaran. Misalnya 
sikap-sikap negatif guru, atau hubungan yang buruk antara guru dan siswa. 
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Secara konseptual ditemukan para guru kurang memahami keberadaan 
berbagai pendekatan teknik-teknik disiplin dan kontrol kalas. Kendati 
demikian, di dalam implementasinya mereka telah menggunakan pendekatan-
pendekatan tersebut, dengan catatan terdapat perbedaan dalam intensitas 
penggunannya. Fokus penelitian adalah bagaimana upaya kondusif guru 
dalam meningkatkan disiplin siswa melalui tindakan serta sikap guru.  
Hasil temuan lainnya yaitu “Kemampuan Guru dalam 
Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 3 Mepanga”  (Bariyah, 2014).  Masalah pelanggaran yang terjadi di 
SMP Negeri 3 Mepanga yang menyangkut kedisiplinan disebabkan karena 
beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor dari bawaan siswa itu sendiri, faktor 
teman-teman sebayanya baik yang ada diluar sekolah maupun didalam 
lingkungan sekolah serta faktor dari orang tua mereka dirumah. Adapun 
upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan 
disiplin siswa adalah sebagai berikut : Didalam lingkungan sekolah, guru 
selalu datang tepat waktu kesekolah, selalu mengikuti upacara bendera setiap 
hari senin, bertutur kata dan bertingkah laku yang mencerminkanseorang 
guru, tidak merokok pada saat didalam kelas atau duduk diatas meja pada saat 
masuk pembelajaran dikelas, adanya tata tertib yang ditempel disetiap 
kelas,setiap apel pagi guru piket menyampaikan aturan atau tata tertib yang 
harus dipatuhi, menjadi wali kelas yang baik dan penuh perhatian terhadap 
perwaliannya, kepala sekolah dan dewan guru yang ada di SMP Negeri 3 
Mepanga menerapkan disiplin secara demokratis, dimana setiap pelanggaran 
yang dilakukan oleh siswa dimusyawarahkan secara bersama baik kepala 
sekolah, dewan guru dan orang tua siswa, penerapan hukuman disesuaikan 
dengan berat serta ringanya pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa 
tersebut. Fokus penelitian ini mengenai faktor yang melatarbelakangi siswa 
tidak disiplin serta upaya guru dalam mendisiplinkan siswa. 
Jurnal yang lain yaitu “Penerapan Hukum, Bias Antara Upaya 
Menanamkan Disiplin Dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” 
(Ardini, 2015). Menunjukkan bahwa mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, 
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diantaranya: Memberi contoh tingkah laku atau tauladan. Membuat perjanjian 
mengenai tingkah laku. Dalam mengajarkan kedisiplinan sesuatu akan lebih 
mudah jika dituliskan terlebih dahulu. Berdasarkan alasan itu, agar penerapan 
disiplin dapat berjalan baik, maka perjanjian tingkah laku lebih baik jika 
dibuat secara tertulis. Menentukan batasan yang jelas. Batasan yang jelas 
berarti mengajarkan anak sadar akan tingkah lakunya yang baik dan buruk. 
Dengan demikian, anak belajar menghargai aturan. Menggunakan 
konsekuensi berbeda dengan hukuman. Hukuman dapat menyakiti anak, tidak 
hanya fisik tetapi juga psikis. Fokus penelitian ini adalah bagaimana 
menerapkan disiplin kepada anak tanpa memberikan hukuman karena tanpa 
disadari melalui hukuman, orang dewasa, guru dan orang tua telah melakukan 
kekerasan. 
Jurnal selanjutnya adalah mengenai “Pelaksanaan Tata Tertib Sistem 
Skoring Dalam Peningkatan Disiplin Siswa Di SMP Negeri 20 Malang” 
(Nurhayati, 2009) Kesimpulan dari penelitian ini adalah diberlakukannya tata 
tertib sistem skoring di SMP Negeri 20 Malang: (a) bisa membantu guru 
untuk mengetahui bagaimana perilaku anak itu di kelas, (b) mengetahui 
jumlah point pelanggaran yang diperoleh siswa, (c) Orang tua lebih bisa 
mengetahui bagaimana perilaku anaknya di sekolah, (d) menjadikan siswa 
lebih patuh pada tata tertib yang ada, (e) menjadikan siswa berdisiplin 
tinggi.bentuk kelakuan, bentuk kerapian, dan bentuk kerajinan. Hasil 
pelaksanaan tata tertib sistem skoring dalam peningkatan disiplin siswa di 
SMP Negeri 20 Malang mampu mengurangi jumlah pelanggaran siswa di 
sekolah dengan melihat penurunan angka pelanggaran dari tahun ke tahun 
mulai diberlakukannya sistem skoring dari tahun 2003-2009. Fokus penelitian 
ini adalah bagaimana sistem skoring dapat menjadi upaya peningkatan 
kedisiplinan. 
Yang terakhir adalah penelitian mengenai “Strategi Pembentukan 
Disiplin Siswa Melalui Pelaksanaan Tata Tertib Di SMA Negeri 1 Krian 
Sidoarjo” (Pratama, 2013) Hasil penelitiannya menunjukkan strategi yang 
dilakukan dalam pembetukan disiplin siswa adalah melalui (1) keteladanan; 
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(2) pembiasaan; (3) komunikasi; (4) pelatihan; (5) pemberian reward/hadiah 
dan punishment/hukuman. Sedangkan kendala-kendala yang dialami yaitu 
kurangnya kesadaran diri siswa, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan 
pergaulan, kurangnya pengawasan dan pembiasaan disiplin dari orang tua, 
minimnya pengetahuan siswa terhadap tata tertib, serta kurangnya hubungan 
interpersonal antara konselor dan wali kelas dengan siswa. Cara mengatasi 
kendala yaitu mengajak orang tua siswa bekerja sama dengan pihak sekolah, 
pembiasaan disiplin di dalam keluarga, meningkatkan kinerja tim tata tertib 
sekolah, penindak lanjutan administrasi piket tim tata tertib dan guru, serta 
meningkatkan hubungan interpersonal antara konselor dan wali kelas dengan 
siswa. Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi pembentukan disiplin 
melalui pelaksanaan tata tertib di SMA Negeri 1 Krian kabupaten Sidoarjo 
Melihat berbagai jurnal dan penelitian tersebut, belum ada penelitian 
yang fokus penelitiaanya untuk melihat upaya pendisiplinan sebagai 
perwujudan sekolah ramah anak. Sehingga upaya yang dilakukan sesuai 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Perlindungan Anak. 
Berdasarkan beberapa jurnal dan penelitian tersebut, dalam penelitian 
“Upaya Pendisiplinan Siswa Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak 
Di SMP Negeri 3 Surakarta” ini akan lebih fokus meneliti bagaimana upaya 
pendisiplinan siswa yang dilaksanakan di SMPN 3 Surakarta sebagai sekolah 
percontohan Sekolah Ramah Anak dengan analisis teori Diiplin dan 
Hukuman Michel Foucault. 
3. Konsep Pembentukan Tubuh yang Taat   
Fungsi utama pendidikan adalah sebagai transmisi norma-norma dan 
nilai-nilai masyarakat. Masyarakat dapat bertahan hidup hanya jika diantara 
anggotanya sebagai tingkat yang cukup homogenitas, mengekalkan 
pendidikan dan mengendalikan homogenitas anggota dengan memperbaiki 
kemampuan anak sejak awal adalah faktor penting yang menuntut kesadaran 
bersama. (Hidayat, 2014:80) Norma serta nilai yang ditransmisi kepada siswa 
menjadi suatu pedoman pendisiplinan untuk membentuk pribadi siswa sesuai 
dengan yang diharapkan masyarakat. Seperti pendapat Foucault bahwa 
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sekolah merupakan salah satu dari banyak tempat yang perlu dipelajari 
sebagai agenda penelitian yang lebih luas mengenai praktik-praktik 
mekanisme pendisiplinan dan kekuasaan, dan menjadi salah satu alat 
kelengkapan dalam pengaturan masyarakat. Proses pendisiplinan individu 
menjadi kunci yang menunjukkan karakter masyarakat modern. Pendisiplinan 
bukanlah semata-mata mengutamakan hukuman fisik saja, melainkan sebagai 
proses untuk mengubah individu agar dapat bertindak sesuai harapan 
masyarakat. Pendisiplinan telah mengalami perluasan makna. Ia bekerja 
melalui proses dan melalui jaringan hubungan untuk mengontrol orang-orang 
pada masyarakat kontemporer. 
Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul Discipline and Punish 
mencoba untuk melakukan analisis adanya suatu perubahan serta pergeseran 
strategi dalam menghukum. Pada abad ke-17 serta awal abad ke-18 Foucault 
mendapati praktek hukuman kejam dan penuh siksaan menjadi suatu hal yang 
disukai oleh public Prancis bahkan menjadi sebuah tontonan banyak 
masyarakat. Namun seiring berkembangnya jaman lambat laun praktek 
penghukuman tersebut mulai hilang dan dihapuskan. Mulai banyak didapati 
banyak aturan dan undang-undang yang mengatur sebuah penghukuman, 
serta munculnya system-sistem hukuman yang memiliki sifat korektif. 
Perubahan yang terjadi dinilai oleh Foucault sebagai tanda sebuah strategi 
penghukuman yang tidak lagi segera menyentuh tubuh sebagi hukuman. 
Sehingga dengan kata lain tubuh bukan lagi menjadi sasaran utama dalam 
sebuah proses penghukuman.  
Kemudian Foucault menunjukkan gambaran tantara pada abad ke-18 
dimana saat itu tantara menjadi susuatu yang diciptakan sehingga semua 
tantara memiliki postur dan perawakan tubuh yang sama. Dari sana Foucault 
melihat bahwa tubuh telah menjadi objek kuasa yang dimanipulasi dilatih, 
dikoreksi, membuat tubuh menjadi patuh dan lebih terampil dari sebelumnya. 
Kuasa yang menguasai tubuh yang dimaksud disini merupakan sebuah 
kepentingan dan bukan sebuah jabatan. Kuasa yang bekerja tidak menjadikan 
tubuh sebagai sasaran utama namun yang menjadi sasaran kontrol kuasa atas 
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tubuh seperti dalam hukuman penyiksaan namun jiwa atau pikiran dari tubuh 
yang dikendalikan itu sendiri yang menjadi sasarannya. Sehingga tubuh akan 
menghasilkan keteraturan dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan simpulan 
Foucalt (1975:76) bahwa kuasa akan dengan sendirinya menghasilkan 
mekanisme gerak, tingkah laku, bentuk fisik dan kecepatan, menghasilkan 
suatu kekuatan yang lembut, teliti diatas tubuh yang aktif. Selanjutnya, yang 
menjadi target atau sasaran kontrol bukanlah tingkah laku dan bahasa tubuh 
yang bermakna namun sifat ekonomis dan efisiensi gerak dan keteraturan 
internal tubuh. 
Disiplin dipandang sebagai sebuah teknologi kekuasaan masyarakat 
modern. Tubuh dijadikan sebuah media dimana kuasa bekerja didalamnya. 
Sehingga dengan kekuasaan yang ada akan membentuk tubuh menjadi 
terampil dan berguna. Dalam membentuk tubuh yang disiplin dibutuhkan 
suatu standar. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Foucault 
(1975:75), “disiplin berfungsi mengendalikan, mengoreksi, mengatur dan 
mengawasi tubuh. Kuasa yang merupakan suatu kepentingan berelasi dengan 
pengetahuan dalam menciptakan tubuh yang taat”. Suatu pengetaahuan akan 
diciptakan oleh kuasa dan akan di afirmasi oleh masyarakat sebagaisebuah 
kebenaran yag akan menjadi sebuah standart dalam kehidupan masyarakat 
tersebut. Upaya membentuk perilaku tubuh yang taat dan dapat dikendalikan 
atau yang disebut Foucault sebagai mekanisme pendisiplinan yang tersusun 
dari berbagai cara. Pertama, Foucault menjelaskan bahwa tubuh yang patuh 
terbentuk dari adanya kekuasaan yang bekerja dalam tubuh tersebut sehingga 
menjadikan tubuh patuh dan taat. Bagi Foucault tubuh yang berguna 
merupakan tubuh yang patuh atau tunduk. Relasi kuasa pengetahuan 
menghasilkan kebenaran yang akan mengikat dan membuat tubuh tunduk 
pada kuasa.  
Sarana pendisiplinan dijelaskan oleh Foucault yang pertama adalah 
“pengamatan (pengawasan) bertingkat”. Pengamatan bertingkat ini 
didasarkan pada fakta bahwa kita dapat mengontrol apa yang dilakukan orang 
lain hanya dengan mengamati aktivitas mereka (Foucault, 1975: 106). Sistem 
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pengamatan bertingkat (hierarkis) dijumpai pula dalam tata organisasi 
sekolah: kepala sekolah, guru, dan murid. Berikutnya adalah normalisasi atau 
standarisasi penilaian yang diwujudkan dalam seperangkat norma dan 
pedoman penilaian sekolah. Norma-norma ini juga disebut dengan “standar”. 
Normalisasi di sekolah merupakan karakter norma dasar yang penting 
(Foucault, 1975:97). Mekanisme ini akan membentuk karakter individu, serta 
menormalisasi perilakunya agar mereka menjadi individu yang “tanggap 
sosial” dalam lingkungan masyarakat. Disekolah dijumpai berbagai tata tertib 
yang menjadi indikator perilaku siswa. Tata tertib menjadi standar bagi 
mereka untuk dapat memahami “bagaiamana menjadi siswa yang baik dan 
patuh. Murid akan mendapat ganjaran ataupu hukuman ketika mengikuti 
setiap tata tertib yang ada. Komponen ketiga adalah sistem ujian. Ujian 
merupakan representasi pengawasan kedisiplinan di sekolah sekaligus 
mempresentasikan mekanisme pengawasan secara langsung kepada siswa. 
Ujian dapat katakan sebagai sebuah mekanise evaluasi dan perbandingan 
secara simultan yang terjalin di dalam sekolah. Melalui ritual kekuasaan yang 
terulang secara konstan (Foucault, 1975:99). Panopticon merupakan sebuah 
istilah yang berasal dari kata “pan” yang berarti “semua” dan “opticon” yang 
berarti “mengawasi”. Panopticon merupakan bentuk pengawasan melalui 
sebuah pengamatan, pengumpulan informasi, dan pemantauan setiap tindakan 
orang maupun atasan yang berkuasa. Sistem panopticon di sekolah dapat 
dilihat dari tata bangunan yang ada. Banyak sekolah didapati memiliki bentuk 
angunan yang menyeruai sebuah penjara panopticon. Di sekeliling gedung 
sekolah, biasanya dipasang pagar pembatas agar setiap siswa tidak seenaknya 
keluar masuk lingkungan sekolah. Pintu gerbang sekolah juga selalu ditutup 
saat jam pelajaran da dijaga oleh seorang satpamsehingga siswa tidak dapat 
keluar tanpa izin pihak sekolah. Sistem panopticon juga ini ditrapkan dalam 
beberapa bentuk seperti: menaati sistem pendaftaran, pengarsipan laporan, 
kemajuan akademik, memakai seragam sesuai peraturan yang ada, menaati 
tata tertib. Hal ini bertujuan agar memudahkan guru dalam mengawasi setiap 




B. Kerangka Berfikir 
Pendisiplinan dengan jalan kekerasan masih kerap dijumpai di sekolah. 
Guru sebagai tenaga pendidik yang dipercaya untuk mendidik anak seringkali 
memilih hukuman sebagai cara untuk mendisiplinkan siswa. Hukuman merupakan 
suatu tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga 
menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar 
akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Rasa 
yang ditimbulkan akibat hukuman diharapkan membuat siswa jera, tidak lagi 
mengulangi pelanggarannya dan berubah menuju arah kebaikan. Perubahan 
mekanisme pendisiplinan berganti sejalan dengan berjalannya waktu sehingga 
munculah masyarakat modern dimana masyarakat lebih terorganisir. Sehingga 
hukuman tubuh tidak lagi berlaku. Mekanisme penghukuman dilakukan dengan 
cara halus, melalui pendisiplinan yang dilakukan dengan tiga langkah: 
pengamatan, normalisasi, dan ujian. Setiap gerak gerik siswa maupun guru akan 
selalu diawasi secara langsung maupun tersembunyi. Ini dilakukan agar setiap 
individu selalu menjaga setiap perilakunya meskipun mereka tidak sedang berada 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 
 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 3 Surakarta yang terletak 
di Jalan Kartini No. 18, Timuran, Surakarta. Peneliti memilih SMPN 3 
Surakarta sebagai tempat penelitian karena di SMP tersebut merupakan sekolah 
yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan atau percontohan Sekolah Ramah Anak 
di Surakarta, maka sekolah ini diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk didalamnya peraturan tentang 
pemenuhan perlindungan hak anak. SMPN 3 juga merupakan sekolah yang 
memiliki siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda sehingga setiap 
anak memiiki sikap yang berbeda-beda pula. Dari segi prestasi, SMPN 3 
termasuk sekolah favorit di Surakarta dengan siswa yang berasal dari beragai 
latar belakang yang berbeda sehingga berpotensi untu dijadikan sebagai tempat 
penelitian. 
2. Waktu Penelitian 
Kegiatan penelitian diawali dengan penyusunan proposal peneltian, 
pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan sampai laporan akhir. 
Waktu penelitian terhitung sejak proses penyusunan proposal sampai 
penyusunan laporan akhir yaitu dimulai dari bulan November 2017 sampai 
dengan bulan Juli 2018. Adapun rincian waktu yang direncanakan untuk 
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B. Metode dan Pendekatan Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni bentuk penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana 
peneliti menjadi instrument kunci (Moeleong, 2007:6). Bentuk penelitian ini 
berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang persoalan yang 
dijadikan topik penelitian dengan mengutamakan data-data verbal. Data verbal 
merupakan data yang bersifat linguistik. Data verbal yang dimaksudkan 
peneliti adalah merujuk pada rumusan masalah yang menjadi topik penelitian 
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ini yaitu, peneliti ingin mengetahui upaya pendisiplinan siswa dalam 
mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 3 Surakarta.  
Alasan peneliti memilih metode ini karena metode kualitatif dipandang 
lebih relevan dalam memahami bentuk-bentuk pendisiplinan di SMPN 3 
Surakarta. Hal ini dikarenakan melalui metode kualitatif peneliti lebih mudah 
menggali informasi di lapangan melalui setiap informan.  Dalam hal ini peneliti 
turun ke lapangan dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi dan dokumentasi guna memperoleh iformasi mendalam. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif 
berusaha mendeskripsikan suatu objek fenomena, atau seting sosial 
terejawantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang 
dihimpun berbetuk kata atau gambar daripada angka-angka. Deskriptif 
kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang sangat 
penting untuk menciptakan pemahaman orag tentang berbagai variabel sosial 
(Bungin, 2011:69) . Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, 
mengapa dan bagaimana kejadian terjadi.  
Pendekatan deskripsif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti ingin 
mendiskripsikan lebih mendalam tentang bentuk pendisiplinan yang peneliti 
temukan di lokasi penelitian dan data yang peneliti peroleh dari hasil 
wawancara yang dilakukan. 
C. Data dan Sumber Data 
1. Data Primer  
 Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari obyek 
penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa 
wawancara dan observasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Wawancara 
digunakan peneliti untuk menggali informasi dari informan mengenai upaya 
pendisiplinan di SMP Negeri 3 Surakarta. Informan adalah orang yang dapat 
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memberikan keterangan yang diperoleh melalui wawancara. Dengan sumber 
data ini, maka akan diperoleh informasi yang berupa kata-kata atau kalimat. 
Informasi yang diperoleh dari informan secara langsung disebut sebgai data 
primer. Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
a. Wali kelas 
b. Guru BK 
c. Siswa kelas VII, VIII dan IX SMP Negeri 3 Surakarta 
  Data primer yang kedua dalam penelitian ini adalah observasi. Dalam 
penelitian ini digunakan observasi berperan pasif dimana peneliti terlibat 
secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian hanya 
sebagai pengamat saja. Peneliti mengamati berbagai aktivitas di sekolah 
dimana dalam setiap kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembinaan oleh Guru 
BK serta pendisiplinan siswa ketika dalam lingkungan sekolah. Dalam kegiatan 
observasi ini peneliti turun ke lapangan dan mengamati sambil mencatat hal-
hal yang penting yang bisa di gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
Dalam penelitian ini peneliti melalukan 4 kali observasi untuk melihat 
pelaksanaan pelaksanaan pendisiplinan siswa di sekolah ini. 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang 
dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi. Peneliti 
menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi 
informasi yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara maupun observasi 
di lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa, tata tertib, daftar 
pelanggaran siswa di sekolah, buku catatan siswa meninggalkan sekolah, buku 
pedoman tentang pelaksanaan sekolah ramah anak dan berbagai dokumentasi 
kegiatan kurikuler maupun ko-kurikuler. 
 
D. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian 
Teknik pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 
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pengambilan data dengan mempertimbangkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek 
penelitian yang dipilih. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah merupakan kesesuaian 
subjek dengan tujuan dari tema penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 
2010). Pertimbangan tertentu yang harus dilakukan dalam pengambilan subjek 
melalui teknik ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 
yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa atau pemimpin sebuah 
organisasi sehingga dengan begitu akan memudahkan peneliti menjelajahi objek 
yang diteliti (Bungin, 2011:108).  
Peneliti memilih teknik pengambilan subyek penelitian purposive sampling 
dengan alasan, pemilihan informan yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu 
akan menghasilkan data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk 
mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemilihan informan 
dengan purposive sampling dinilai cukup efektif karena mempermudah peneliti 
melakukan proses wawancara mendalam. Teknik ini memilih beberapa objek 
penelitian kemudian dari yang terpilih tersebut dijadikan sebagai sumber data 
yang dapat membantu dalam mengungkap permasalahan yang dirumuskan. 
Dengan kata lain, teknik pengambilan subyek yang digunakan dengan teknik 
informan kunci (key Informan) yaitu peneliti mengambil orang-orang kunci untuk 
dijadikan sebagai sumber data (Herdiansyah, 2010:97). 
 Untuk mencari data yang dibutuhkan, disini peneliti memilih informan yang 
dianggap benar-benar mengetahui pokok permasalahannya tentang pendisiplinan 
siswa dan informan yang mengetahui hukuman apa saja yang sering diterapkan 
pada siswa. Wali kelas dipilih menjadi salah satu informan kunci karena wali 
kelas merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menindak siswa yang 
tidak taat diamana beliau merupakan wali kelasnya, Guru BK dipilih menjadi 
informan utama karena merupakan komponen sekolah yang diberi kewenangan 
khusus untuk mendisiplinkan siswa yang tidak taat serta siswa dipilih menjadi 
informan utama dalam penelitian karena siswa merupakan objek pendisiplinan di 
sekolah. Siswa yang dipilih dalam penelitian ini merupakan siswa yang pernah 





Karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui strategi yang 
dilakukan pihak sekolah dalam mengimplementasikan hukuman efektif dan 
edukatif sebagai upaya pendisiplinan siswa menuju sekolah ramah anak di SMP 
Negeri 3 Surakarta, maka sesuai dengan kriteria pemilihan informan diatas, dalam 
penelitian ini, peneliti mengambil informan wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan, guru BK dan beberapa siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 3 
Surakarta. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Data merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam sebuah 
penelitian, sehingga dalam mengumpulkan data memerlukan teknik yang tepat. 
Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bungin (2011:79) bahwa, “Terpenting dalam teknik ini adalah 
alasan mengapa teknik ini dipilih dan pada bagian masalah yang mana seorang 
peneliti harus melakukan wawancara secara mendalam atau observasi partisipasi 
serta keduanya”. Dalam penelitian ini teknik yang tepat dalam pengumpulan data 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara  
  Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 
terstruktur (unstructured interview). Wawancara ini menggunakan tujuan 
penelitian sebagai pedoman wawancara. Peneliti dan informannya melakukan 
wawancara secara informal dengan bentuk pertanyaan yang diajukan sangat 
tergantung pada spontanitas peneliti itu sendiri. Wawancara tidak terstruktur 
adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan wawancara ini 
adalah untuk menemukan informasi yang tidak kaku atau informasi tunggal. 
Seperti yang diungkapkan Moleong (2007:190) bahwa “Informan terdiri atas 
mereka yang terpilih saja karena memiliki sifat-sifat yang khas”. 
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  Dalam penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur karena 
peneliti ingin mendapatkan keterangan yang mendalam dari setiap informan, 
dimana keterangan yang mendalam tersebut didapatkan melalui proses 
wawancara yang tidak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang kaku atau 
terstruktur, namun dari pertanyaan-pertanyaan yang dikembangakan dari 
pedoman penelitian yang longgar atau fleksibel. Hasil wawancara yang 
didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur ini akan bervariasi namun 
lebih mendalam daripada wawancara terstruktur. 
  Proses dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, setelah 
peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai, peneliti membuat 
interview guide atau instrumen penelitian. Interview guide adalah pedoman 
wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan ditanyakan 
kepada informan saat proses wawancara. Interview guide penting untuk 
dipersiapkan karena dalam proses wawancara tidak terstruktur ini peneliti 
memerlukan pedoman-pedoman pertanyaan agar fokus pembicaraan tidak 
terlalu luas dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah interview 
guide siap, selanjutnya peneliti membuat janji dengan informan-informan 
yang akan diwawancarai mengenai kapan dan dimana bisa melakukan 
penelitian. Wawancara dilakukan dengan proses yang santai dan akrab agar 
didapat hasil wawancara yang dalam. Saat wawancara peneliti membawa alat-
alat yang mendukung proses wawancara, antara lain buku catatan yang 
digunakan untuk mencatat data hasil wawancara, alat perekam yang berupa 
handphone yang digunakan untuk merekam semua percakapan saat 
wawancara dan juga kamera yang berfungsi untuk mendokumentasikan proses 
wawancara yang sedang berlangsung untuk meningkatkan keabsahan 
penelitian karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data berupa 
wawancara. 
2. Observasi 
 Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pancaindra mata serta dibantu degan pancaindra lainnya. Selain itu metode 
observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang 
44 
 
digunakan untuk menghimpun data penelitian pengamatan dan pengindraan 
(Bungin, 2011:118). Dalam penelitian ini digunakan observasi berperan pasif 
dimana peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian 
hanya sebagai pengamat saja. Dalam kegiatan observasi ini peneliti turun ke 
lapangan dan mengamati sambil mencatatat hal-hal yang penting. Ketika 
melakukan observasi, peneliti membawa alat tulis untuk mencatat hal-hal 
penting yang ditemukan peneliti selama proses observasi. Catatan selama 
observasi tersebut digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Catatan 
tersebut kemudian dibuat fieldnote untuk memudahkan peneliti dalam 
menyusun laporan. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi pelaksanaan 
pendisiplinan di SMPN 3 Surakarta yang diantara adalah pelaksanaan 
prosedur mendapatkan surat ijin meninggalkan sekolah dan observasi sistem 
pengawasan (CCTV) pada setiap ruang.  
3. Dokumentasi 
 Selain wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan pengmpulan 
data melalui dokumentasi. Kegiatan ini di lakukan dengan mengumpulkan 
dokumen-dokumen baik arsip-arsip maupun foto-foto yang yang 
berhubungan dengan berbagai kegiatan pendisiplinan siswa di sekolah. 
Mengenai dokumentasi, Bungin (2011:122) menyatakan, “Sebagian besar 
data yang tersedia dalam dokumntasi adalah bentuk surat-surat, catatan 
harian, cendera mata, dan sebagainya.”  
 Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti berupa 
arsip buku catatan siswa meninggalkan sekolah, peraturan tata tertib yang 
dikeluarkan secara resmi oleh sekolah, serta form surat ijin masuk/ 
meninggalkan sekolah.  
 
F. Teknik Uji Validitas Data 
  Suatu penelitian harus mempertimbangkan validitas data. Untuk 
memperoleh validitas data maka diperlukan suatu cara untuk membuktikan data 
tersebut valid atau tidak, salah satu cara nya adalah dengan trianggulasi data. 
Trianggulasi bukan alat atau strategi pembuktian namun suatu alternatif 
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pembuktian secara empiris, sudut pandang pengamatan yang teratur dan menjadi 
strategi yang baik untuk menambah kekuatan, keleluasaan dan kedalaman suatu 
penelitian.  
 
1. Triangulasi Data 
 Trianggulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat 
kepercayaan (kredibilitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat 
juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. “Triangulasi data menjadi 
cara paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian” (Bungin, 2011:264). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara 
membandingkan dan mengecek kembali data-data yang telah didapatkan dari 
informan utama dengan cara menanyakan kebenaran data kepada informan 
tambahan (bisa satu atu lebih) melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yang 
berbeda seperti informan, tempat atau peristiwa, serta dokumen. Dari 
berbagai sumber tersebut, data yang diperoleh dibandingkan antara data yang 
satu dengan data yang lain untuk memperoleh data yang valid. Dalam 
memperoleh validitas data dalam penelitian ini yaitu dengan cara: 
a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi yaitu 
melakukan cross check hasil pengamatan dengan jawaban yang diberikan 
informan. 
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
c. Membandingkan jawaban informan yang satu dengan yang lain 
mengenai pemenuhan hak perlindungan anak yang dilaksanakan di 
sekolah. 
d. Menggali informasi dari satu narasumber tertentu, dari kondisi lokasinya 
serta dari kegiatan siswa disekolah. 
 Selanjutnya, dalam triangulasi metode ditekankan penggunaan metode 
pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data yang sejenis. Untuk 
46 
 
memantapkan validitas data mengenai masalah yang diteliti, peneliti bisa 
menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. Dari data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut hasilnya dibandingkan dan 
dapat ditarik kesimpulan data yang lebih kuat validitasnya. 
2. Triangulasi Metode  
  Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 
baik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan 
cara yang berbeda dalam metode kualitatif (Bungin, 2011:264). Triangulasi 
dapat dilakukan dengan cara: a) membandingkan data hasil pengamatan 
dengan hasil wawancara; b)membandingkan hasil wawancara denga nisi suatu 
dokumen yang berkaitan;c) membandingkan apa yang dikatakan orang secara 
umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Hal ini disimpulkan oleh 
seorang peneliti yang menyatakan, “Hasil perbandingan diharapkan berupa 
kesesuaian atau alasan-alasan terjadinya perbedaan” (Bungin, 2011:265). 
 
G. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan model analisis Miles dan Hubermas dalam Satori dan 
Komariah (2013: 218) analisis data terdiri dari “Kegiatan data reduction, data 
display, dan conclusion drawing/verification” dimana proses tersebut dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 
datanya menjadi jenuh, berikut penjelasan ketiganya: 
1. Reduksi Data (Reduction) 
 Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan 
mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. 
Itu sebabnya perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang 
diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan 
yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih 
hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil 
mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan 
kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 
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pengamatan juga memepermudah peneliti untuk mencari kembali data 
sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Satori 
dan Komariah ( 2013: 218-219) 
 Pada intinya reduksi data adalah proses penggabungan dan 
penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan 
yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi 
dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan format masing-
masing (Herdiansyah, 2010:65) 
2. Penyajian Data (Data Display) 
 Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis atau 
sekumpulan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Hal tersebut meliputi pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa 
yang harus dilakukan untuk menelitinya. Penyajian penelitian kualitatif 
adalah berupa teks naratif yang menuliskan hasil penelitian yang sudah 
dilakukan. Selama penelitian telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
kemudiaan informasi tersebut diproses menjadi tulisan sederhana. Sebelum 
dilaporkan, informasi yang sudah didapat dibuat matrik, grafik dan bagan 
kemudian dianalisis sebelum dilaporkan kedalam teks naratif. Setelah 
menganalisis matrik, grafik serta bagan kemudian disusun dalam bentuk teks 
naratif. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
 Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian 
analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh 
Miles dan Huberman. Sebenarnya hampir semua teknik analisis data kualitatif 
maupun kuantitatif selalu diakhiri dengan kesimpulan, tetapi yang 
membedakan adalah dalam analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjurus 
kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan 
mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut, sedangkan 
kesimpulan dalam analisis data kuantitatif lebih mengarah pada pembuktian 




H. Prosedur Penelitian 
Prosedur kegiatan penelitian adalah rangkaian tahap demi tahap kegiatan 
penelitian dari awal sampai akhir penelitian, Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh seorang peneliti bahwa, “Prosesdur kegiatan penelitian yang dilakukan 
meliputi empat tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisi data, dan 
penyususnan laporan penelitian” (Sutopo, 2002:187-189). Lebih jelasnya 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Persiapan 
a. Menyusun proposal penelitian yang meliputi pengajuan judul dan 
tulisan proposal penelitian kepada dosen pembimbing 
b. Membuat desain penelitian yaitu dengan mengumpulkan 
bahan/sumber materi penelitian yang berasal dari lapangan berupa 
data dan pengamatan awal serta menyiapkan instrument penelitian 
atau alat observasi 
c. Mengurus perijinan penelitian 
2. Pengumpulan data 
a. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tidak 
terstruktur, observasi, dandokumentasi. 
b. Membuat fieldnote (catatan lapangan) dan transkrip hasil 
wawancara. 
c. Memilih dan mengatur data sesuai kebutuhan (mereduksi data)  
3. Analisis data 
a. Menentukan teknik analisis data  
b. Mengembangkan hasil intepretasi data dengan analisis lanjut 
kemudian disesuaikan dengan temuan di lapangan 
c. Melakukan pengayaan dalam menganalisis data  
d. Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian 
4. Penyususnan Laporan penelitian 
a. Penyusunan laporan awal 
b. Review laporan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMPN 3 Surakarta. SMPN 3 Surakarta terletak di 
Jalan Kartini No.18, Timuran, Banjarsari, Surakarta. SMPN 3 Surakarta telah 
berdiri sejak tahun 1950 dengan SK pendirian 1950-2-17 dan SK izin 
operasional 17/02/1950. Saat ini SMPN 3 Surakarta memiliki akreditasi A. 
Sekolah ini menerapkan sistem full day school dengan kegiatan belajar 
mengajar selama 5 hari yaitu dari Senin-Jumat, pukul 07.00 - 15.20. Jika 
dilihat dari lingkungan sekitar SMPN 3 Surakarta merupakan lingkungan 
yang kondusif. Meskipun SMPN 3 Surakarta dikelilingi cukup banyak 
bangunan namun tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pembelajaran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, tampak 
Gedung sekolah dikelilingi oleh beberapa toko seperti Atri, Java Mediamart, 
serta Toko Dewi Sri. Beberapa bangunan pertokoan tersebut menjadi salah 
satu pendukung dalam kegiatan belajar karena menyediakan berbagai 







Gambar 4.1 Lokasi SMPN 3 Surakarta 
(Sumber : www.googlemaps.com ) 
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SMP Negeri 3 Surakarta merupakan satu dari sepuluh sekolah di 
Surakarta yang mulai November 2016 dicanangkan sebagai sekolah 
rujukan oleh pemerintah melaui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
(Disdikpora) Surakarta sebagai salah satu bentuk tindak lanjut pencangan 
Kota Layak Anak (KLA) serta Program Sekolah Ramah Anak (SRA) oleh 
Pemkot Solo. Sekolah rujukan merupakan sekolah yang telah memenuhi 
ataupun melampaui standar nasional pendidikan, mengembangkan 
ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan 
praktik guna peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan 
berprestasi baik akademik maupun nonakademik (Saputro, 2016:1). 
Dengan menjadi sekolah rujukan berarti SMPN 3 Surakarta menjadi 
sekolah percontohan di Kota Surakarta. Sebelum ditunjuk menjadi sekolah 
rujukan Sekolah Ramah Anak, sekolah ini sudah menerapkan nilai-nilai 
ramah anak, namun belum berdasarkan Panduan SRA yang dikeluarkan 
oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 
Republik Indonesia. Dengan menjadi Sekolah Ramah Anak maka setiap 
kegiatan yang dilaksanakan di SMPN 3 Surakarta tentu akan merujuk pada 
nilai-nilai Sekolah Ramah Anak terkhususnya pada pendisiplinan yang 
dilakukan. 
Pada saat penelitian ini dilakukan, SMPN 3 Surakarta terdiri atas 
gedung bangunan bertingkat 1 yang memiliki luas 4.538m2. Sekolah ini 
memiliki gerbang utama sebagai penutup akses dari luar sekolah menuju 
area parkir halaman depan sekolah kemudian setelah gerbang utama, 
terdapat pintu besar yang menutup akses dari area parkir depan menuju 
bagian dalam gedung sekolah. Pada bagian depan sekolah terdapat sebuah 
pos satpam yang dijaga oleh satu orang satpam guna mengawasi dan 
memeriksa setiap orang yang ingin masuk maupun keluar dari lingkungan 
sekolah. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir akses siswa untuk 
dapat keluar masuk sekolah dengan mudah. Setiap siswa harus terus 
berada dalam lingkungan sekolah untuk mengikuti pelajaran dan tidak ada 
pihak dari luar yang beresiko mengganggu jalannya pelajaran dapat 
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masuk. Seperti yang terlihat pada gambar 4.2 yang diambil oleh peneliti 
ketika jam sekolah masih berlangsung. Terlihat gerbang utama sebagai 
akses keluar dan masuk ditutup dan hanya pintu kecil saja yang dibuka. 
Hal ini membuat setiap orang yang mengakses pintu tersebut akan mudah 
diawasi terlebih dengan penempatan pos satpam yang tepat berada di 







 Gambar 4.2 Gerbang Masuk SMPN 3 Surakarta 
 (Sumber : dokumentasi peneliti) 
Bangunan SMPN 3 Surakarta dibuat melingkar dengan 
lapangan olahraga yang menjadi pusat di tengah. Hal ini dibuat 
untuk mempermudah pengawasan guru pada setiap kelas yang ada.  
Pada setiap lorong, ruang kelas XI, kamar mandi, serta kantin di 
SMPN 3 Surakarta sudah dilengkapi dengan CCTV yang bisa 
dipantau melalui ruang guru, ruang wakil kepala sekolah dan ruang 
kepala sekolah. Melalui pemasangan CCTV ini membuat setiap 
tindakan siswa di lingkungan sekolah dapat dipantau oleh guru. 
Selain itu pada setiap kelas dan lorong yang mengarah ke lapangan 
sudah dipasang pengeras suara yang dipusatkan di ruang guru. 
Setiap informasi penting dan mendesak akan diumumkan melalui 












  Gambar 4.3 CCTV Lorong Gerbang Masuk 
  (Sumber : dokumentasi peneliti) 
Seperti yang tampak pada gambar 4.3 diatas, CCTV terpasang 
tepat di depan lorong menuju pintu utama. Penempatan ini cukup strategis 
karena setiap orang yang masuk maupun akan keluar dari sekolah akan 
melalui pintu tersebut sehingga setiap gambar mereka akan tertangkap 
melalui CCTV. Sehingga ketika terjadi suatu masalah di sekolah akan 
lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sebelumnya 
masuk ataupun keluar di lingkungan sekolah.  
Sarana dan prasarana yang berbentuk fisik di SMPN 3 Surakarta 
terdiri dari 27 ruangan kelas untuk proses belajar mengajar, dimana 
masing-masing tingkatan memiliki 9 kelas yang dilengkapi dengan sebuah 
LCD. Masing-masing kelas yang dimiliki SMPN 3 Surakarta telah 
memiliki pencahayaan yang baik karena didukung dengan adanya lampu 
dan pencahayaan dari jendela  di setiap kelas yang memudahkan cahaya 
untuk masuk. Selain itu terdapat ventilasi yang memadai yang membuat 
kondisi belajar di dalam kelas menjadi nyaman. Hal ini juga menjadi salah 
satu indikator dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan 
panduan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak bahwa ruang kelas harus memiliki pencahayaan yang 
cukup. Selain itu ruang kelas dilengkapi dengan sebuah papan besar yang 
telah ditempel tata tertib serta ketentuan poin pelanggaran siswa. 
Selain itu ruang kelas terbagi menjadi 2 yaitu lantai 1 dan lantai 2. 
Kelas VIII sampai dengan kelas XI berada pada lantai satu, sedangkan 
kelas VII pada lantai dua. Pada lantai satu terdapat 3 ruangan laboratorium 
yang terdiri dari 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium multimedia dan 1 
laboratorium bahasa. Laboratorium yang ada menjadi salah satu faktor 
pendukung bagi terwujudnya program Sekolah Ramah Anak karena siswa 
mendapatkan fasilitas yang baik dan memadai dalam belajar dengan 
tersedianya berbagai peralatan praktikum sehingga menunjang kegiatan 
belajar siswa di sekolah. Kemudian pada lantai dasar juga terdapat 1 
ruangan guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang wakil kepala sekolah, 1 
ruang tata usaha, 1 ruang UKS, 1 ruang perpustakaan, dan 1 ruang aula. 
Ruang aula digunakan untuk pertemuan besar seperti rapat, seminar dan 
sosialisasi serta digunakan untuk beribadah bagi siswa yang beragama 
Kristen dan Khatolik. Terdapat 1 kamar mandi pada lantai satu dimana 
kamar mandi ini khusus bagi perempuan dan terdapat juga 2 kantin yang 
disediakan masing-masing khusus bagi laki-laki dan perempuan.  
Pada lantai dua terdapat 1 ruang bimbingan konseling (BK). Ruang 
BK menjadi ruang yang biasa digunakan untuk siswa berkonsultasi pada 
guru. Seperti salah satu persyaratan bagi terwujudnya Sekolah Ramah 
Anak yaitu adanya ruang konsultasi serta tersedianya kotak curhat bagi 
siswa, maka di SMPN 3 Surakarta juga menyediakan ruangan khusus di 
dalam ruang BK yang biasa digunakan oleh anak untuk berkonsultasi 
kepada guru. 
“…BK itu bukan wadahnya untuk memberi hukuman tapi 
kita memberi bimbingan, kita memberi pengayoman, kita 
mengarahkan lagi anak-anak yang ibaratnya kalau jalan itu 
lurus dan mereka mulai menggok. Nah tugas dan kewajiban 
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kita meluruskannya dan itu tidak perlu dengan kekerasan 
atau hukuman. Alhamdulillah mbak, sekarang anak-anak 
kalau ke ruang BK itu senang entah itu hanya ngobrol 
dengan bapak ibu guru atau konsultasi tetang studi…” 
(W/I/3/5/2018) 
 Selain itu pada ruang BK terdapat 1 kotak pengaduan dimana 
setiap siswa yang memiliki permasalahan dapat menuliskan permasalah 
mereka pada sebuah kertas dan memasukkannya pada kotak tersebut. Guru 
BK sebagai penanggung jawab akan memeriksa setiap surat yang masuk 
dan akan memanggil anak-anak yang menuliskan surat tersebut untuk 
dibantu dalam penyelesaian setiap permasalahan yang mereka miliki. 
Selanjutnya masih berada di lantai dua, terdapat 1 mushola yang berada di 
samping ruang BK. Mushola disediakan sebagai tempat beribadah bagi 
setiap siswa maupun guru yang beragama Islam. Mushola juga selalu 
digunakan untuk Sholat Jumat berjamaah bagi warga sekolah. Bagi siswa 
laki-laki dan perempuan juga disediakan kamar mandi dan kantin yang 
terpisah. Pada lantai dua terdapat 2 kamar yaitu 1 kamar mandi laki-laki 
dan 1 kamar mandi perempuan. Kantin yang berada di lantai dua juga 
berjumlah dua, yaitu kantin khusus bagi siswa laki-laki dan khusus bagi 
siswa perempuan.  
2. Deskripsi Temuan Data 
Deskripsi temuan data penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data 
yang telah dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini yaitu pendisiplinan di SMPN 3 Surakarta. Pedisiplinan disini 
merujuk pada sistem pendisiplinan milik Michel Foucault dimana docile 
body atau tubuh yang patuh merupakan suatu hasil dari relasi kuasa. Relasi 
kuasa yang dimaksudkan oleh Foucault merupakan pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan tertentu untuk membuat pihak lain menjadi tunduk. 
Melalui relasi kuasa tersebut muncul pengetahuan yang dikendalikan oleh 
penguasa sehingga pengetahuan tersebuat dianggap sebagai suatu 
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kebenaran yang diafirmasi oleh kelompok didalamnya. Setiap tubuh 
dijadikan sebuah objek untuk dididik, dilatih sesuai kebenaran yang ada 
sehingga menjadi tubuh yang patuh dan disiplin. Hal ini bisa terlihat dari 
berbagai macam larangan, peraturan dan hukuman yang membuat tubuh 
menjadi patuh. Foucault juga memperlihatkan bentuk penjara panopticon 
sebagai salah satu simbol pengawasan tubuh yang memiliki lingkup lebih 
luas, dimana setiap orang yang berada di dalamnya dikuasai, diatur dan 
diawasi secara total oleh pihak yang berkepetingan.  
Dalam hal ini sekolah merupakan tempat dimana relasi kuasa-
pengetahuan bekerja. Pihak-pihak yang berkuasa dan memiliki 
kepentingan tertentu dalam sekolah adalah setiap guru yang ada. Sekolah 
yang mengadopsi sistem panopticon membuat siswa sebagai objek yang 
dibentuk dapat diawasi dan dikuasai penuh sehingga setiap orang di 
dalamnya dapat patuh dan tunduk dengan sistem yang berjalan atau dalam 
sekolah dikenal dengan sebutan tata tertib. Dalam rumusan masalah yang 
terdapat pada bab 1, terdapat rumusan masalah berupa bagaimana bentuk-
bentuk pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah 
ramah anak di SMP Negeri 3 Surakarta dan bagaimana Teori Disiplin dan 
Hukuman dari Michel Foucault dapat digunakan untuk menganalisis upaya 
pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah 
anak di SMP Negeri 3 Surakarta. Dari pertanyaan tersebut akan diulas 
temuan datanya pada bab ini. Berikut temuan data dari bentuk-bentuk 
pendisiplinan yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah 
anak di SMP Negeri 3 Surakarta dan Teori Disiplin dan Hukuman dari 
Michel Foucault digunakan untuk menganalisis upaya pendisiplinan yang 
dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 
3 Surakarta. 
2.1 Bentuk-bentuk Pendisiplinan di SMPN 3 Surakarta 
2.1.a Pemberian Sanksi 
Setiap sekolah tentu memiliki aturan atau tata tertib yang 
berbeda-beda di dalamnya. Tata tertib menjadi sebuah ketentuan 
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yang mengatur kehidupan warga sekolah agar berjalan dengan 
kondusif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung setiap 
hari. Setiap siswa wajib untuk mentaati dan mematuhi tata tertib 
yang berlaku. Ketegasan untuk mematuhi tata tertib sekolah 
ditandai dengan adanya sanksi bagi setiap pelanggarnya. Siswa 
yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi yang berbentuk 
bobot nilai sesuai dengan jenis pelanggaran yang dia lakuan. 
Kebijakan tersebut biasa dikenal dengan istilah sanksi poin. 
Sanksi poin diberikan ketika seorang siswa didapati melanggar 
tata tertib yang berlaku dan setelah menerima teguran namun 
masih kembali melakukan pelanggaran yang sama.  
Bentuk pendisiplinan yang pertama di SMPN 3 juga 
diwujudkan melalui sanksi poin. Sesuai dengan ketentuan 
tertulis yang telah dibuat sekolah pada 11 Juli 2016, terdapat 40 
jenis pelanggaran yang disertai sanksi poin, dengan bobot 
masing-masing poin paling rendah adalah 2 sedangkan bobot 
tertinggi adalah 75. Setiap poin yang didapat akan 
diakumulasikan dan sekolah akan memberikan peringatan. 
Ketika poin telah mencapai 15 maka sekolah akan memberikan 
peringatan petama pada siswa dan orang tua, setelah mencapai 
poin 20 maka akan diberikan peringatan kedua, lalu masuk poin 
25 maka sekolah memberikan peringatan ketiga dan terakhir 
akumulasi poin mencapai 75 maka siswa akan dikembalikan 
pada orang tua. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 
I 
“tapi kalau untuk anak-anak yang badel sekali atau tidak 
bisa diatur itu tidak ada yang namanya dipindah atau 
dikeluarkan. Jadi kita kan ada peraturan ya, setiap sekolah 
punya peraturan masing-masing. Jadi jika ada kejadian 
anak diperingatkan kemudian melakukan lagi nah itu nanti 
sudah masuk ke poin pelanggaran. Nanti disana untuk 
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poin yang sudah 25 itu ada peringatan ke orangtua jadi 
kaya SP 1. Kemudian nanti melakukan lagi sampai 50 itu 
anti SP ke 2. Kalau sudah 75 itu nanti dikembalikan ke 
orangtua. Jadi dipasrahkan lagi ke orangtua” 
(W/I/3/5/2018) 
Informan I menambahkan bahwa sudah pernah terjadi 
kasus seperti itu di sekolah dan keputusan sekolah untuk 
mengembalikan siswa pada orang tua menjadi shock terapy bagi 
siswa yang lain. Sehingga siswa menjadi takut dan berusaha 
tidak melakukan hal yang sama. 
“…pernah terjadi mbak, tapi sudah cukup lama beberapa 
tahun yang lalu. Itu memang anaknya tidak bisa 
dikendalikan dan orangtuanya pun juga curhat, dirumah 
seperti itu. Akhirnya ketika sudah mau naik kelas VII itu 
kita kembalikan ke orangtua dan pindah. Ternyata itu jadi 
shock terapy untuk adik-adik kelasnya. Sehingga klo saya 
berbuat memang tidak bisa diingatkan ternyata benar-
benar akan dipindah sekolah” (W/I/3/5/2018) 
Pemberian poin pada siswa yang melanggar peraturan juga 
dengan sepengetahuan orangtua siswa. Melalui Surat Peringatan 
(SP) pihak sekolah memanggil siswa beserta orangtua untuk 
bermusyawarah bersama di sekolah tentang kondisi siswa tersebut. 
“kalau sudah melampaui itu kita kerjasama dulu dengan 
orangtua, orangtua sudah membuat surat pernyataan 
beberapa kali akhirnya nanti pas kenaikan kelas sebelum di 
dog kita panggil orangtuanya. Jadi itu setelah panggilan 
pertama bulan apa, panggilan kedua, ketiga akhirnya 
sebelum kenaikan itu kita matur sama orangtua “ini 
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enaknya gimana kalau masih disini nanti begini. Ada yang 
terus dipindahkan istilahya diminta kembali” 
Hal selaras juga diungkapkan oleh informan Rn bahwa 
pernah terjadi pelanggaran di sekolah. Saat itu ada siswa yang 
didapati mencuri HP milik teman sekelasnya, siswa tersebut 
akhirnya keluar dan dipindahkan sekolahnya oleh orangtua.  
“… adanya yang keluar” (W/Rn/4/5/2018) 
“ketauan nyuri HP, kelas delapan, waktu awal semester” 
(W/Rn/4/5/2018) 
Hukuman poin juga berlaku bagi siswa yang melakukan 
kegiatan bukan pada jam pelajarannya seperti bermain bola di 
lapangan serta siswa yang potongan rambut dan seragamnya tidak 
sesuai.  Seperti yang diungkapkan oleh informan Rn bahwa 
hukuman poin juga diberikan ketika seorang siswa melakukan 
pelanggaran. 
“sering ada yang main bola waktu bukan jam olahraga… 
biasanya kalau seperti itu dapat poin 2” (W/Rn/4/5/2018) 
“ada yang potongan rambutnya tidak sesuai sama ada yang 
seragamnya juga tidak sesuai”. (W/Rn/4/5/2018) 
Selaras dengan imformasi yang diberikan informan Rn, 
informan AN juga mengungkapkan bahwa temannya pernah 
mendapatkan sanksi poin karena kedapatan keluar kelas ketika 
pelajaran matematika berlangsung.  
“kalau dulu sih pernah keluar kelas pas pelajaran itu dapet 
poin. Jadi sama gurunya disuruh lapor ke BK, pas pelajaran 
matematika. Dua anak waktu itu yang kena” 
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Bentuk pendisiplinan kedua yang dilakukan oleh sekolah 
diwujudkan melalui adanya razia telepon genggam yang dibawa 
oleh siswa ke sekolah. Salah satu tata tertib di SMPN 3 Surakarta 
adalah tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Aturan ini 
bisa dilihat dalam tata tertib SMPN 3 Surakarta pada pasal 28C. 
Meskipun sudah terdapat aturan tertulis, namum beberapa siswa 
masih melakukan pelanggaran dengan membawa dan 
menyembunyikan Handphone (HP) atau telepon genggam mereka 
di dalam tas dengan alasan untuk mempermudah mereka ketika 
menghubungi orangtua saat pulang sekolah. Untuk menindak 
pelanggaran tersebut bagian kesiswaan bekerjasama dengan wali 
kelas sering melakukan razia HP. Seperti yang diungkapkan oleh 
informan D bahwa pada saat semester ganjil pernah dilakukan razia 
sebanyak 2 kali 
“tidak boleh kalau membawa HP ke sekolah, waktu 
semester 1 dulu pernah ada razia 2 kali, HP yang disita 
waktu itu dikembalikan waktu ambil raport, yang ngambil 
harus orangtuanya. (W/D/12/5/2018) 
 Informan D menambahkan bahwa razia biasanya diawali 
dengan adanya laporan dari seorang guru yang mengetahui 
siswanya ada yang membawa HP. Razia dilakukan ketika siswa 
sedang mengikuti pelajaran sehingga tidak ada yang memiliki 
kesempatan keluar untuk menyembunyikan HP yang dibawa.  
“biasanya razia waktu pelajaran, nanti 1 orang dari bagian 
kesiswaan dibantu sama wali kelas” (W/D/12/5/2018) 
Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan informan A 
dari kelas VII. Dia mengungkapkan bahwa siswa tidak 
diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Informan juga 
mengungkapkan bahwa selama semester ini di kelas VII sudah 
dilakukan 4 kali razia HP 
   “satu semester ini udah 4 kali razia” (W/A/3/5/2018) 
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“kalau dulu pas pertama kali dikembaliin pas pulang 
sekolah, terus habis itu razia yang kedua, dikembaliinnya 
2 hari, setelah itu baru dikembaliin pas terima raport” 
(W/A/3/5/2018) 
 Razia atau penyitaan juga dilakukan guru ketika ujian 
berlangsung. Guru sebagai pengawas ujian biasanya akan 
berkeliling kelas untuk memastikan setiap siswa mengikuti ujian 
dengan tertib, salah satunya yaitu dalam pengerjaan soal ujian. 
Siswa dilarang bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal ujian. 
Jika siswa diketahui bertanya dan bekerjasama dalam ujian maka 
lembar jawab yang dimiliki akan diganti dengan lembar yang baru 
serta akan diberikan poin pelanggaran. Namun masih ada beberapa 
siswa yang nekat untuk bekerja sama dengan temannya dalam 
ujian. Mereka menggunakan HP sebagai media mereka untuk 
mendapat jawaban dari teman sehingga mereka tidak perlu 
melakukan komunikasi langsung dan guru tidak akan 
mengetahuinya. Akan tetapi guru sebagai pengawas masih tetap 
bisa mengetahui gerak-gerik siswa yang mencurigakan sehingga 
siswa yang membawa HP ke dalam ruangan bisa diketahui dan HP 
tersebut disita seperti yang disampaikan oleh informan D  
“waktu ujian ada yang ketauan bawa HP di dalam laci 
meja. sama pengawas trus disita sama nama anaknya di 
catat dipelanggaran”. (W/D/12/5/2018) 
 Sebagai antisipasi agar siswa tidak perlu membawa HP, 
sekolah menyediakan 4 HP khusus yang bisa dipinjam siswa 
ketika ingin menghubungi anggota keluarga mereka. Setiap siswa 
yang berkepentingan harus datang ke ruang Tata Usaha untuk 
meminta ijin terlebih dahulu untuk menggunakan HP tersebut 
disertai dengan alasan yang jelas. Jika telah diijinkan makan 
siswa baru boleh menggunakannya dan HP tersebut tidak boleh 
dibawa keluar, hanya boleh digunakan di ruang TU. Hal ini sesuai 
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dengan yang peneliti temui ketika melakukan observasi. Saat itu 
terdapat dua anak yang datang ke ruang TU untuk meminta ijin 
menghubungi orangtua mereka menggunakan HP sekolah.  
Jadi bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah untuk 
menertibkan siswa yang pertama adalah melalui pemberian 
sanksi. Pemberian sanksi tersebut diwujudkan melalui sanksi poin 
dan razia HP. Sanksi poin memiliki bobot nilai yang berbeda-
beda. Kemudian sebagai langkah antisipasi oleh sekolah agar 
siswa tidak perlu membawa HP adalah dengan menyediakan 4 
HP khusus yang bisa dipinjam siswa melalui staff TU untuk 
menghubungi orangtua. 
2.1.b Pengawasan siswa oleh sekolah 
 Sebagai langkah menjadikan siswa patuh dan taat tentu 
harus dengan senantiasa mengontrol dan mengawasi perilaku 
mereka setiap hari apakah setiap siswa sudah bersikap sesuai 
dengan peraturan yang diterapkan ataukah belum. Dengan 
banyaknya kegiatan serta bangunan sekolah yang cukup luas, 
tentu perlu adanya pengawasan yang efektif dan efisien 
sehingga dapat menjangkau seluruh warga sekolah. Bentuk 
pendisiplinan melalui pengawasan di SMPN 3 Surakarta 
dilakukan oleh sekolah serta melibatkan kerjasama dengan 
orangtua/ wali murid.  
 Bentuk pendisiplinan melalui pengawasan yang pertama 
yang dilakukan oleh sekolah adalah melalui pemasangan CCTV. 
Di SMPN 3 Surakarta menerapkan pengawasan salah satunya 
dengan memasang CCTV pada setiap koridor, kantin, kamar 
mandi dan kelas. Namun kelas yang terpasang CCTV baru ada 
di kelas XI. Melalui CCTV ini setiap kegiatan siswa terpantau 
dari ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala 
sekolah. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan D dan 
K bahwa disekolah mereka terdapat CCTV yang mengawasi. 
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“ada CCTV mbak, disetiap lorong, dikantin, di kamar 
mandi sama di ruang kelas. Semua CCTVnya itu nyala 
semua, bisa dipantau dari ruang guru, ruang kepala 
sekolah sama ruang wakasek”. (W/D/12/5/2018) 
“iya mbak klo di sekolah ada CCTV tapi dikelasnya 
baru ada di kelas XI ruang kelas VII, VIII belum ada”. 
(W/K/12/5/2018) 
Peneliti juga mendapati hal yang sama sesuai dengan 
pernyataan informan D dan K. Ketika peneliti melakukan 
observasi dengan berkeliling lingkungan sekolah, peneliti 
melihat ada CCTV yang terpasang di setiap lorong, kantin, 
lorong kamar mandi serta di dalam ruang kelas XI. 
Bentuk pengawasan oleh sekolah yang kedua adalah melalui 
pemberlakuan surat ijin. Di SMPN 3 Surakarta memberlakukan 
peraturan bahwa siswa harus selalu ada dalam lingkungan sekolah 
ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Siswa hanya 
diijinkan keluar dari lingkungan sekolah ketika sudah mendapatkan 
surat ijin dari BK. Surat ijin hanya diberikan ketika siswa keluar 
dengan alasan yang jelas sehingga tidak semua alasan siswa dapat 
diterima. Ijin yang diberikan juga hanya dapat diperoleh satu kali 
dalam satu hari tersebut. 
“boleh, misalkan ada surat ijinnya. Harus lapor ke satpam 
juga nanti keterangannya harus jelas keluar atau mau apa. 
Terus mau balik jam berapa. Itu pun juga ngga bisa 
dilakukan berulang kali dalam sehari, hanya satu atau dua 
kali saja”. (W/AN/3/5/2018) 
     
“harus ijin ke guru yang saat itu mengajar, terus ijin ke BK 
minta surat ijin, kalau diijinin nanti dapat surat trus di kasih  
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ke pak satpam. Nanti baliknya suratnya dkasih ke guru BK 
lagi” (W/RN/4/5/2018) 
  Senada dengan yang diungkapkan informan An dan Rn 
bahwa hanya keperluan tertentu saja, siswa baru diperbolehkan 
untuk keluar. Durasi yang diberikan untuk siswa pun terbatas. 
Dalam hal ini guru bekerja sama dengan satpam yang berjaga di 
depan sekolah agar ikut memantau. Seperti yang disampaikan 
informan I 
“boleh mbak. Tapi dengan surat ijin dari kami, guru BK. 
Paling sering itu anak-anak ke Atria untuk beli alat-alat 
kelas seperti sapu atau penghapus, spidol yang paling 
sering itu. Jadi itu dibuatkan surat ijin dari sini mbak, 
mereka ke ruang BK minta surat ijin dengan alasannya apa, 
yang jelas. Tapi tidak setiap mereka minta ijin selalu 
diijinkan. Jadi tergantung kebutuhan. Seperti kalau itu 
misalnya buat tugas, lalu ditanya untk kapan, besok pagi. 
Nah itu tidak diijinkan. Jadi kalau memang kebutuhannya 
mendesak untuk hari ini kita ijinkan dengan alasan yang 
jelas. Jadi kita buatkan surat ijin kemudian dibawa ke depan 
pada satpam, nanti ditunjukkan ke satpam kalau saya sudah 
diijinkan, terus mereka keluar beli kebutuhannya kemudian 
balik lagi, suatnya dibawa ke sini lagi. Jadi kami 
memastikan kalau anak tersebut memang benar-benar 
sudah kembali ke sekolah”. (W/I/3/5/2018) 
Ketika peneliti sedang melakukan penelitian, saat itu peneliti 
sedang menunggu salah seorang informan untuk diwawancarai. 
Ketika peneliti diminta menunggu di ruang BK, bertepatan sedang 
ada orangtua siswa yang menjemput anaknya untuk pulang karena 
sakit. Orangtua siswa diminta untuk menulis ijin terlebih dahulu 
pada buku catatan siswa meninggalkan sekolah dan harus 
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menyertakan alasan serta tanda tangan pada buku tersebut. Barulah 
setelah itu siswa diperbolehkan untuk pulang.  
  Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh sekolah 
adalah melalui pemusatan pintu keluar dan masuk. Membuat siswa 
untuk terus berada di dalam lingkungan sekolah membutuhkan cara 
yang tepat agar setiap siswa dapat patuh dengan aturan tersebut. 
Terlebih ketika dalam satu sekolah terdapat lebih dari 500 siswa 
yang harus diawasi. Di SMPN 3 Surakarta memusatkan pintu 
keluar dan masuk pada gerbang utama meskipun terdapat satu 
pintu samping yang berada di parkiran. Ketika jam pelajaran 
berlangsung hanya gerbang pada pintu utama saja yang dibuka. 
Seperti yang diungkapkan oleh informan D bahwa di sekolah 
setiap siswa yang ingin keluar maupun masuk harus melewati pintu 
utama karena pintu samping hanya dibuka ketika jam sekolah akan 
dimulai dan ketika sudah berakhir. 
“kalau selama pelajaran pintu diparkiran selalu di gembok, 
yang dibuka cuma pintu yang depan”. (W/D/9/5/2018) 
  Hal serupa juga diungkapkan oleh informan K bahwa ketika 
ada keperluan apapun dia harus lewat pintu utama dan harus 
berhadapan dengan satpam yang berjaga dimana pos satpam tepat 
berada di samping gerbang 
“kalu mau keluar ya harus lewat depan, nanti harus 
menemui pak satpam dulu, sama yang dibuka pintu 
kecilnya saja jadi keluarnya ngga bisa bareng-bareng gitu”. 
(W/K/9/5/2018) 
  Ketika beberapa kali peneliti datang untuk melakukan 
wawancara, peneliti juga mendapati hanya gerbang utama dimana 
pintu kecilnya saja yang dibuka sehingga setiap kali peneliti ingin 
masuk terlebih dahulu peneliti harus meminta ijin kepada satpam 
dan ketika melewati pintu tersebut peneliti harus sedikit 
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membungkukkan badan. Pemusatan dan penjagaan ini dapat 
mengurangi potensi siswa untuk keluar tanpa sepengetahuan pihak 
sekolah. Sehingga setiap siswa dapat terus berada dalam 
lingkungan sekolah selama pelajaran berlangsung. Karena mau 
tidak mau siswa harus lewat pintu utama dan berhadapan dengan 
satpam terlebih dahulu.  
Jadi salah satu bentuk pendisiplinan sekolah di SMPN 3 
Surakarta dilakukan melalui pengawasan siswa oleh sekolah yang 
diwujudkan melalui pemasangan CCTV di setiap lorong, kamar 
mandi serta kelas. Kemudian terdapat juga pemberlakuan surat ijin 
bagi siswa yang ingin meninggalkan sekolah. Terakhir melalui 
pemusatan pintu masuk dan keluar sehingga siapapun yang hendak 
keluar ataupun masuk ke dalam lingkungan sekolah dapat dipantau 
dengan maksimal. 
2.1.c Pengawasan siswa melalui kerja sama dengan orangtua/wali 
murid 
Mengontrol siswa dalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu 
tidak akan maksimal ketika dilakukan dalam waktu yang terbatas 
perlu adanya pengawasan yang intensif. Mengawasi dalam setiap 
kegiatan siswa agar siswa tetap bersikap sesuai dengan setiap nilai 
dan norma yang berlaku tentu juga membutuhkan kerjasama 
dengan berbagai pihak. Di SMPN 3 selain melibatkan guru dalam 
pengawasan, juga melibatkan orang tua siswa. Setiap siswa tidak 
hanya diawasi melalui CCTV yang berada di sekolah namun juga 
melalui grup paguyuban yang dibentuk oleh guru. Dengan 
memaksimalkan teknologi yang ada grup ini dibentuk sebagai 
media untuk wali kelas, guru BK serta orangtua siswa 
mengkomunikasikan kondisi siswa. Masing-masing kelas memiliki 
grup paguyuban sendiri yang didalamnya terdapat wali kelas, guru 
BK, serta orang tua siswa.   
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“… satu guru BK kan mengampu minimal 150 siswa dan 
kebetulan aturan untuk guru BK kan seperti itu. Yang kedua 
kebetulan disini itu semua guru BK mengampu lebih dari 200 
siswa… kalau kita harus mengawasi satu persatu kan jelas 
tidak mungkin dan waktunya pun juga terbatas hanya dari 
jam 7 sampai jam 3 sore lah. Kalau dibilang kita bisa 
maksimal mengawasi mereka jelas tidak mungkin. Cuma 
lebih berusaha untuk memaksimalkan itu dan ketika anak-
anak yang bermasalah tidak disiplin, kita ada paguyuban 
kelas saat ini. Sehingga, bapak ibu guru wali kelas itu punya 
satu paguyuban. Dimana berisi satu wali kelas tersebut, guru 
BK dengan orangtua siswa. Misalnya saya wali kelas 7.9 saat 
ini, itu saya punya paguyuban dimana ada wali kelas 7.9, 
saya dan orangtua siswa. Selama ada masalah di kelas kita 
selalu komunikasi disana. Ketika ada pengumuman apa kita 
selalu share di sana. Jadi misalnya ada yang bermasalah 
secara khusus kita langsung japri ke orangtuanya. Sehingga 
untuk memantau itu ya kita memaksimalkannya dengan 
media sosial memakai grup whatsapp” (W/I/3/5/2018) 
Melalui grup paguyuban ini, baik guru BK maupun wali kelas 
lebih mudah bekerja sama dengan orang tua siswa untuk 
mengontrol dan menangani setiap siswa yang bermasalah. Seperti 
yang diungkapkan oleh informan M 
“… biasanya disini yang paling sering terlambat. Terlambat di 
jam pertama karena disini jam pertama kan ketakwaan dulu. 
Jam mulai itu tujuh seperempat, nah itu kita biasanya 
kerjasama dengan wali kelas dalam arti hari ini yang tidak 
masuk atau terlambat ini ini ini. Nanti wali kelas 
menginformasikan ke paguyuban kelas. Sehingga kita tidak 
menangani sendiri, wali kelas biar tau anakaya yang sering 
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terlambat. Nanti kalau sudah tapi kok belum mapan orangtua 
dipanggil kesini…” (W/M/9/5/2018) 
Hal selaras juga diungkapkan oleh informan A bahwa 
orangtuanya akan mengetahui setiap kegiatan maupun informasi 
penting berkaitan sekolah melalui grup paguyuban kelas yang 
dimiliki. Sehingga orangtuanya mudah mengetahui setiap kegiatan 
apapun yang ia lakukan di sekolah karena adanya grup tersebut. 
“itu kan ada grup setiap kelas. Itu ada orang tua, wali kelas, 
kesiswaan sama BK. Biasanya kalau ada masalah dikasih tau 
disitu”. (W/A/9/3/2018) 
Jadi salah satu bentuk pendisiplinan yang dilakukan di SMPN 3 
Surakarta melaui kerjasama dengan orangtua/ wali murid adalah 
dengan mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan siswa dengan 
dibentuknya grup paguyuban. Sehingga orangtua bisa memantau 
bagaimana sikap anaknya di sekolah dan juga sebaliknya, guru bisa 
memantau bagaimana siswa mereka berperilaku selepas kegiatan 
sekolah. 
2.2 Mekanisme Pembentukan Tubuh-Tubuh Yang Taat Di 
Sekolah. 
 Pendisiplinan dilakukan oleh sekolah sebagai upaya untuk 
membuat siswa patuh dan taat terhadap setiap peraturan di sekolah. 
Ketika siswa patuh dan taat maka setiap proses pembelajaran dapat 
dilakukan dengan baik tanpa adanya gangguan. Upaya pendisiplinan 
tentu harus dilakukan dengan tidak meninggalkan norma serta nilai 
yang berlaku. SMPN 3 Surakarta sebagai sekolah rujukan Sekolah 
Ramah Anak berusaha menerapkan setiap kebijakan sesuai dengan 
nilai-nilai sekolah ramah anak salah satunya yaitu tidak adanya tindak 
kekerasan yang dilakukan terhadap siswa. Sehingga setiap upaya 




 Hukuman disertai dengan siksaan kejam sangat terkenal di abad 
ke 17 hingga awal abad ke 18. Menurut Foucault sebuah hukuman 
disertai sisksaan merupakan langkah untuk menghasilkan rasa sakit, 
menjadikan tubuh sebagai sasaran utama dalam penghukuman 
tersebut.  
“siksaan merupakan seni menghasilkan sejumlah rasa sakit yang 
diatur berdasarkan kriteria tertentu. Siksaan menghubungkan 
akibat yang berupa rasa sakit pada badan (kerasnya, lamanya, 
banyaknya rasa sakit) dengan berat ringannya kejahatan yang 
dibuatnya”. (Hardiyanto, 1997:57) 
  Namun seiring berkembangnya jaman strategi penghukuman 
mulai berubah. Siksaan mulai dihapuskan dan digantikan dengan 
strategi menghukum yang tidak segera menyentuh tubuh sebagai 
sasarannya, tubuh hanya digunakan sebagai sebuah media. Strategi 
penghukuman ini bertujuan untuk menyentuh jiwa dari individu yang 
dihukum.  
“tubuh tidak lagi menjadi ‘target’ seperti dalam siksaan. Tubuh 
menjadi instrument atau media”. (Hardiyanto, 1997:25) 
“bila hukuman tidak lagi menyentuh tubuh, lalu apa yang 
disentuh? Menurut Foucault, jawaban amat jelas yaitu jiwa”. 
(Hardiyanto, 1997:26) 
 Dari sini Foucault juga melihat adanya relasi kuasa yang bekerja 
dalam tubuh. Relasi kuasa tersebut melatih, menguasai, memaksa, 
menandai, menannamkan kekuatan dan menguasai tubuh.   
“…tubuh juga menjadi wilayah dimana relasi kuasa berjalan 
diatasnya . Relasi-relasi kuasa itu melatih, memaksa, menyiksa, 




 Foucault juga mengungkapkan adanya sistem panopticon 
sebagai pelipatgandaan kuasa dan control atas tubuh. Panotikon mampu 
mengintervensi semua individu setiap saat dan tanpa dapat diinterupsi 
oleh individu tersebut. Sistem ini dijalankan tanpa harus ada paksaan 
secara fisik oleh kuasa kepada tubuh yang dikuasai.  
 Disiplin menjadi mekanisme penaklukan tetap (konstan) yang 
menghasilkan relasi patuh, menjadikan kontrol atas tubuh dengan cara 
yang teliti. Di SMPN 3 Surakarta upaya pendisiplinan dilakukan dalam 
bentuk pemberian sanksi melalui sistem poin dan razia telepon 
genggam dan pengawasan terhadap siswa baik oleh sekolah sendiri 
maupun melalui kerjasama dengan orangtua/wali murid. Merujuk pada 
teori disiplin dan hukuman milik Michel Foucault, pemberian sanksi 
yang dilakukan oleh sekolah menunjukkan adanya relasi kuasa yang 
bekerja dalm pendisiplinan. Pihak-pihak yang berkuasa meliputi kepala 
sekolah, guru serta setiap perangkat sekolah yang ada. Kuasa yang 
dimiliki menghasilkan suatu kebenaran yang diwujudkan melalui setiap 
tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa. Setiap guru berhak 
memberikan sanksi kepada siswa yang melakkan pelanggaran. Tidak 
perlu adanya suatu kekerasan terhadap tubuh siswa. Kuasa yang 
dimiliki membuat siswa tunduk dan mengikuti apa yang sudah menjadi 
konsekuensi.  
 Kontrol atau pengawasan terhadap siswa mampu dilihat melalui 
sistem yang dibuat oleh sekolah. Melalui setiap CCTV yang dipasang 
baik dikelas, lorong sekolah, kamar mandi dan kantin membuat setiap 
kegiatan siswa terpantau oleh guru. Selain itu pemberlakuan surat ijin 
juga membuat siswa terus diawasi ketika ingin keluar dari lingkungan 
sekolah. Kuasa juga bekerja didalam sistem perijinan ini karena surat 
ijin hanya bisa dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu guru BK. 
Melalui pemusatan baik pintu masuk maupun pintu keluar membuat 
siswa juga terus dalam pengawasan. Ketika melewati pintu utama maka 
siswa akan terekam melalui CCTV dan siswa akan berhadapan dengan 
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satpam yang berjaga. Selain itu sekoah juga bekerjasama dengan 
orangtua/wali murid untuk terus mengontrol dan mengawasi setiap 
siswa, sehingga proses pendisiplinan tidak berhenti ketika siswa 
meninggalkan sekolah. Guru sebagai wali kelas terus memantau melalui 
grup paguyuban yang didalamnya berisi orangtua/wali murid, wali 
kelas, dan guru BK. Hal ini membuat siswa tetap terikat dengan 
pengawasan. 
  Adanya CCTV serta pemusatan pintu keluar juga menjadi 
gambaran adanya sistem panoptikon yang dibuat oleh sekolah. Kuasa 
menjadi lebih besar untuk mengontrol siswa dengan cara 
mengintervensi namun siswa tidak mampu menginterupsinya. Siswa 
tidak terlalu menyadari kehadiran dari kuasa yang terus mengawasi 







Upaya Pendisiplinan Sebagai Perwujudan Sekolah Ramah Anak di SMPN 3 
Surakarta Berdasarkan Teori Disiplin dan Hukuman Michel Foucault 
 
Mendidik individu agar dapat menjadi pribadi yang taat serta patuh terhadap 
nilai dan norma dalam masyarakat salah satunya dilakukan oleh lembaga 
pendidikan yaitu sekolah. Sekolah dibangun menjadi sebuah perangkat pendidikan 
sekaligus menjadi bengkel kerja untuk melatih dan membentuk individu  yang 
hidup didalamnya (Hardiyanto, 1997). Lingkungan sekolah yang baik, aman serta 
nyaman menjadi faktor penting bagi terwujudnya tujuan tersebut. Pemerintah 
sebagai pemegang otoritas yang mengatur jalannya pendidikan di Indonesia 
melakukan berbagai cara agar dapat tercipta iklim pendidikan yang baik salah 
satunya melalui kebijakan Kota Layak Anak yang di dalamnya terdapat satu 
program yang lebih spesifik yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).  
Kebijakan SRA dibentuk agar setiap sekolah memiliki iklim yang aman, 
menyenangkan dan terbebas dari segala macam kekerasan serta segala kegiatan 
yang dilaksanakan selalu mengedepankan kepentingan anak. Hal ini terkhususnya 
menjadi dasar bagi sekolah ketika mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang 
disiplin dan taat terhadap setiap nilai dan norma di sekolah yang terwujud dalam 
tata tertib sekolah. Pendisiplinan tidak lagi didasarkan pada kekerasan fisik yang 
menjadikan tubuh sebagi sasaran utama melainkan hanya menjadikan tubuh 
sebagai media untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan. Mendisiplinkan siswa 
di sekolah akan menjadi modal bagi anak ketika mereka masuk dalam lingkungan 
masyarakat. Anak akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri karena mereka telah 
senantiasa dididik untuk taat dan patuh pada nilai norma yang ada di sekolah yang 
mana nilai dan norma tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai norma dalam 
masyarakat. 
Berbicara mengenai pendisiplinan, pedisiplinan berkaitan dengan adanya 
penguasaan atas tubuh seseorang yang didasarkan pada sebuah mekanisme kontrol 
yaitu pada kuasa yang membentuk individu secara teliti. Sehingga melalui disiplin 
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tubuh yang dilakukan secara kontinu seseorang akan menjadi tubuh yang terampil 
yang mana akan menjadi suatu kebiasaan yang bekerja begitu saja dalam tubuh 
individu tersebut. Disiplin akan membuat individu ditempatkan pada posisi 
dikuasai dan tunduk sehingga tanpa sadar kekuatan dalam diri individu tersebut 
diperkecil untuk dapat melawan kuasa yang bekerja. Menurut Foucault 
(Hardiyanto, 1997:76) : 
“Disiplin merupakan mekanisme ‘kontrol’ yang teliti atas tubuh. 
Namun juga terus-menerus diuji dan dikoreksi sehingga ketrampilan, 
kecekatan dan kesiapsediaan ini akhirnya menjadi mekanisme yang 
begitu saja bekerja dalam tubuh itu sendiri. Disiplin sekaligus 
meningkatkan ketrampilan, kekuatan, daya guna tubuh, tetapi juga 
menguasai dan menempatkan tubuh kedalam relasi tunduk dan 
berguna. Disiplin di satu pihak ‘memperbesar’ kekuatan tubuh (dalam 
terminologi ekonomi kegunaan) dan dilain pihak ‘memperkecil’ 
kekuatannya (dalam terminologi ketaatan politis).  
Sebuah pelipatgandaan kekuasaan juga dilakukan dalam pendisiplinan. Hal 
ini dilakukan untuk membuat tubuh dapat dikuasai secara total dan dibentuk 
dengan cara yang efektif. Penguasaan secara total ditunjukkan oleh Foucault 
melalui sebuah sistem yang disebut dengan panoptisme yang menawarkan model 
disiplin dengan cara yang lebih ketat. Panoptisme merupakan sebuah model 
penerapan teknologi disiplin yang keras dan ketat menurut model arsitektur 
panoptokon yang dirancang oleh J.Betham (Hardiyanto, 1997:105). Melalui 
panoptikon, kekuatan yang dibentuk untuk menguasai tubuh akan menjadi jauh 
lebih besar, namun dilakukan dengan cara yang jauh lebih ekonomis atau lebih 
kecil. 
“sedangkan panoptikon memiliki peran melipat gandakan kuasa, 
membuatnya lebih ekonomis dan efektif bukan demi kuasa itu sendiri, 
melainkan demi lebih besarnya kekuatan sosial. Panoptikon bertujuan 
melipat gandakan dan meningkatkan produksi, memajukan ekonomi, 




Berdasarkan teori pendisiplinan yang diungkapkan oleh Michel Foucault 
tersebut, pendisiplinan yang dilakukan di SMPN 3 Surakarta juga menunjukkan 
adanya mekanisme pendisiplinan yang dijalankan sekolah agar siswa dapat tunduk 
sehingga menjadi tubuh yang disiplin. Setiap mekanisme tersebut terwujud dalam 
berbagai hal salah satunya adalah tata tertib sekolah yang mengatur kehidupan 
warga sekolah dimana terdapat konsekuensi yang mengikuti ketika siswa 
melanggarnya. Pelipat gandaan kuasa melalui panoptikon yang menghasilkan 
kontrol secara total terhadap siswa juga terwujud dari berbagai sistem dan tata 
bangunan sekolah yang ada.  
Upaya pendisiplinan di SMPN 3 Surakarta dapat dianalisis menggunakan 
teori disiplin dan hukuman Michel Foucault karena dalam pendisiplinan atau 
membentuk tubuh menjadi disiplin menunjukkan adanya relasi kuasa-pengetahuan 
yang bekerja melahirkan suatu kebenaran yang kemudian menjadi standar 
perilaku baik dan tidak yang tercermin melalui tata tertib sekolah, menunjukkan 
adanya penguasaan terhadap tubuh sehingga menjadi tubuh yang tunduk 
mengikuti aturan dan larangan yang telah ditetapkan begitu  juga menunjukkan 
bahwa tubuh yang patuh dibentuk dengan pengawasan total melalui sistem 
panoptikon oleh pihak yang memiliki kuasa. Penjelasan dari 3 hal tersebut akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Aturan dan Tata Tertib Sekolah Sebagai Wujud Adanya relasi kuasa-
pengetahuan yang Bekerja Dalam Pendisiplinan Sekolah  
 Adanya kuasa-pengetahuan yang bekerja dalam pendisiplinan di SMPN 3 
Surakarta dapat terlihat dari dibuatnya berbagai aturan serta larangan yang 
mengatur kehidupan warga sekolah. Kuasa merupakan suatu mekanisme 
produktif yang terus berusaha menyetuh targetnya secara efektif. Melalui relasi 
kuasa-pengetahuan lahir suatu kebenaran yang ahirnya menjadi kesepakatan 
bersama untuk menjadi standar yang harus dipenuhi.  
Di SMPN 3 Surakarta hal ini terlihat dari tata tertib serta setiap aturan yang 
ada. Tata tertip dibuat oleh kepala sekolah, yang dalam mekanisme 
pendisiplinan disebut sebagai kuasa atau pihak yang memiliki kepentingan. 
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Pengetahuan yang diasilkan oleh kuasa akhirnya menjadi kekuatan untuk 
membuat orang tunduk.  
 Tata tertib seperti tidak diperbolehkan membawa telepon genggam ke 
sekolah, harus terus berada di dalam sekolah ketika pelajaran berlangsung serta 
setiap mekanisme yang berjalan di sekolah merupakan suatu kebenaran yang 
dihasilkan oleh kuasa. Tata tertib ini dipakai untuk membuat siswa menjadi 
tunduk. Seperti ungkapan dari beberapa informan bahwa ketika mereka 
didapati membawa telepon genggam ke sekolah, yang seharusnya itu dilarang 
maka maka guru akan menyita hingga kenaikan kelas. Hal ini akan membuat 
siswa taat untuk tidak membawa telepon genggam ke sekolah lagi.  
2. Sanksi Poin dan Razia Telepon Genggam Sebagai Wujud Adanya 
Penguasaan Terhadap Tubuh Untuk Mengikuti Standar yang Ditetapkan 
 Penguasaan tubuh oleh pihak yang memiliki kepentingan nampak 
pada berlakunya sistem poin di SMPN 3 Surakarta. Melaui sistem poin ini 
secara tidak langsung tubuh dibuat untuk tunduk dan mau menaati setiap tata 
tertib yang berlaku karena terdapat konsekuensi yang harus ditanggung ketika 
merek melanggar yaitu poin pelanggaran. Poin yang diberlakukan merujuk 
pada seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar pelanggaran 
maka poin yang diterima akan semakin besar pula. Guru sebagai yang berkuasa 
memiliki wewenang untuk memberikan poin pada setiap anak yang melanggar 
tata tertib. Seperti yang disampaikan oleh seorang informan bahwa pemberian 
poin kepada siswa yang berakhir pada diserahkannya kembali siswa kepada 
orang tua menjadikan sebuah shock terapy bagi siswa lain sehingga 
menimbulkan rasa takut bagi siswa untuk melakukan kesalahan yang sama. 
Dari sini dapat terlihat bahwa guru menyatakan kuasa yang dimilikinya dengan 
pemberian poin dan menyerahkan siswa kembali pada orang tua. Rasa takut 
yang ditimbulkan oleh hal tersebut kemudian menguasai siswa, membuat 
mereka sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran sehingga tidak akan 
menerima konsekuensi tersebut.  
 Hal yang sama juga terlihat dengan dilakukannya razia telepon 
genggam oleh guru. Razia dilakukan untuk menegakkan tata tertib yang telah 
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disepakati yaitu larangan untuk membawa telepon genggam ke sekolah. Kuasa 
yang dimiliki oleh guru membuatnya memiliki hak untuk menyita setiap HP 
yang dibawa oleh siswa. Razia yang dilakukan ketika jam pelajaran 
berlangsung juga menunjukkan adanya relasi kuasa-pengetahuan yang bekerja. 
Guru memilih waktu ketika setiap anak sedang berada dalam kelas sehingga 
siswa tidak akan memiliki peluang untuk keluar dan menyembunyikan telepon 
genggam yang dibawanya.  
 Pemberian poin serta razia yang dilakukan juga menjadi langkah 
normalisasi oleh sekolah yang bertujuan untuk melatih dan mengoreksi 
individu. Mengembalikan individu pada standar yang seharusnya. Setiap siswa 
yang melanggar peraturan akan sadar bahwa mereka tidak tertib. Pemberian 
poin dan razia dilakukan untuk menegakkan kembali tata tertib tersebut dan 
membuat siswa kembali tunduk.  
3. Pemasangan CCTV, Pemusatan Pintu Keluar dan Masuk, Pemberlakuan 
Surat Ijin, Pembuatan Grup Paguyuban Kelas, Serta Penyediaan HP 
Sekolah Sebagai Bentuk Panoptikon dalam Sekolah 
 Penaklukan tubuh harus dilakukan dengan maksimal sehingga tubuh pun 
menjadi tunduk sepenuhnya. Panoptikon menjadi sistem pengawasan yang 
menurut Foucault merupakan cara melipatgandakan kuasa yang bekerja. Bagi 
Foucault melalui panopticon, tubuh akan dikuasai oleh kuasa yang berfungsi 
secara otomatis. Seperti yang digambarkan dalam sel penjara bahwa setiap 
narapidana yang tinggal didalamnya sadar bahwa mereka diawasi sehingga 
mereka menjaga setiap perilakunya.  
“…untuk melaksanakan pengawasan tersebut, kuasa harus 
menyediakan perangkat tetap yang mampu mengadakan 
pemantauan tanpa pernah dapat dilihat, yakni agen-agen rahasia. 
Tugas mereka adalah memantau dan mencatat tingkah laku 
individu” (Hardiyanto, 1997:93) 
 Itu juga yang terlihat di SMPN 3 Surakarta pendisiplinan dilakukan 
melalui pemasangan CCTV pada sudut-sudut tertentu dalam sekolah. CCTV 
yang dipasang di setiap lorong menuju ke kelas serta pada ruang kelas XI 
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membuat siswa mudah terpantau oleh guru selama jam pelajaran berlangsung. 
Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan bahwa semua CCTV dapat 
dipantau di ruang guru, ruang kepala sekolah serta wakil kepala sekolah. Hal 
ini menunjukkan bahwa siswa menyadari setiap perilaku mereka di dalam 
sekolah terus dipantau oleh guru. Pemasangan CCTV pada kamar mandi dan 
kantin juga menjadi salah satu strategi untuk dapat mengurangi potensi siswa 
yang ingin membolos pada saat jam pelajaran. Terlebih pemasangan CCTV di 
dalam kelas dapat menjadi strategi dalam mengurangi potensi siswa untuk 
melakukan kecurangan atau pelanggaran ketika mengikuti ujian. Melalui 
CCTV yang terpasangan pengawasan akan lebih mudah dilakukan dan siswa 
akan selalu merasa bahawa mereka diawasi sehigga potensi terjadinya 
pelanggaran dapat diminimalisir. Seperti yang diungkapkan oleh Santrock 
bahwa strategi untuk mengurangi terjadinya kecurangan saat ujian berlangsung 
dapat dilakukan dengan membuat siswa menyadari perbuatan apa yang 
melanggar aturan dalam ujian, menyampaikan konsekuensi apa yang nantinya 
akan diperoleh siswa ketika melakukan pelanggaran tersebut serta senantiasa 
memantau perilaku siswa selama mereka mengikuti ujian (Santrock, 2014:95). 
Siswa lebih mungkin untuk menyontek ketika mereka tidak sedang dimonitor 
oleh guru selama tes berlangsung (Anderman & Murdock, 2007:57). Dengan 
luas bangunan sekolah serta banyaknya ruang yang ada membuat pengawasan 
melalui CCTV ini lebih efektif dan efisien karena guru tidak harus hadir secara 
fisik di setiap tempat yang harus diawasi namun kehadiran mereka tetap dapat 
disadari dan dirasakan oleh siswa melalui CCTV tersebut. Sehingga setiap 
siswa tetap waspada dan terus menjaga perilaku mereka karena mereka setiap 
perilaku mereka akan terekam dalam CCTV.   
 Pemusatan pintu keluar dan masuk juga memperlihatkan adanya 
pengawasan total terhadap warga sekolah. Baik warga sekolah maupun setiap 
orang yang berasal dari luar sekolah mau tidak mau harus masuk ataupun 
keluar melalui satu pintu saja. Tanpa sadar melalui sistem ini setiap orang 
digiring untuk melewati pintu utama dan akan berhadapan dengan satpam yang 
akan memerika setiap mereka. Satpam memiliki wewenang untuk bertanya dan 
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mengetahui kepentingan dari setiap orang yang hendak masuk maupun keluar 
dari lingkungan sekolah. Ketika kepentingan yang dimiliki dianggap tidak akan 
mengganggu keberlangsungan pembelajaran maka barulah satpam mengijinkan 
untuk masuk atau keluar. Akses pintu yang cukup kecil juga membuat setiap 
orang yang melewatinya akan lebih tertib karena pintu hanya bisa dilewati satu 
orang saja. Hal ini akan mengurangi resiko adanya penyusup yang bisa masuk 
ketika masuk secara bergerombol. Didukung dengan pemasangan CCTV tepat 
di depan lorong menuju pintu utama, pengawasan menjadi lebih maksimal 
karena tidak hanya satpam saja yang mengetahui setiap orang yang masuk 
maupun kelar tetapi setiap guru pun juga dapat ikut memantau.  
 Pemberlakuan surat ijin bagi setiap siswa yang hendak keluar dari 
lingkungan sekolah juga efektif diterapkan dalam mengawasi siswa untuk 
selalu berada dalam lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. Ijin keluar untuk siswa diberikan dengan terlebih dahulu meminta 
surat persetujuan berupa surat ijin dari BK. Surat ijin bisa didapatkan ketika 
siswa dinilai oleh guru BK memiliki tujuan yang jelas dan mendesak. Disini 
terlihat kuasa bekerja didalam pendisiplinan. Guru BK lah yang memutuskan 
apakah siswa tersebut layak atau tidak menerima surat ijin. Ketika siswa dinilai 
layak untuk mendapatkan surat ijin maka selanjutnya satpam kembali bertugas 
untuk mengontrol dan mengawasi. Seperti pernyataan dari beberapa informan 
bahwa mereka baru diperbolehkan keluar oleh satpam ketika sudah 
memperlihatkan surat ijin yang mereka dapat dari guru BK. Siswa juga 
diberikan batas waktu ketika keluar yaitu tidak lebih dari 30 menit dan hanya 
diperbolehkan ijin satu kali dalam sehari. Pengawasan tetap terus berjalan 
hingga siswa kembali ke sekolah. Siswa harus kembali ke ruang BK setelah 
urusan mereka selesai dan mengumpulkan surat ijin tersebut sebagai bukti 
bahwa mereka telah kembali ke sekolah. Begitu juga untuk siswa yang ijin 
meninggalkan sekolah untuk pulang. Orangtua siswa yang harus secara 
langsung menjemput anaknya ke sekolah melalui guru BK dan sebelumnya 
harus mengisi buku catatan siswa meninggalkan sekolah disertai alasan dan 
tanda tangan orangtua/ wali murid. Hal ini juga  menunjukkan adanya 
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pengawasan ketat dari sekolah, melalui bukti catatan tertulis, sekolah 
mengetahui kondisi dan dapat memantaunya melalui yang bertanggung jawab 
menjemputnya yaitu oranngtua.   
 Pengawasan total dapat berjalan dengan maksimal ketika semua pihak 
ikut terlibat didalamnya. Hal ini diwujudkan oleh sekolah tidak hanya melalui 
pengawasan selama di sekolah saja. Sekolah bekerja sama dengan orangtua/ 
wali murid untuk mengawasi dan mengontrol setiap siswa. Grup paguyuban 
kelas dibuat untuk mengawasi setiap kegiatan maupun perilaku siswa selepas 
jam sekolah. Guru BK dan wali kelas akan bekerjasama dengan orangtua siswa 
untuk saling bertukar informasi tentang apa saja yang menjadi kegiatan di 
sekolah maupun di rumah. Keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak 
sangatlah penting, bahkan orangtua dengan pendidikan rendah sekalipun juga 
perlu untuk dilibatkan secara aktif (Santrock, 2014:92). Keterlibatan orangtua 
dan guru yang intensif menjadi salah satu faktor peningkatan ketertiban siswa 
di sekolah. Ketika siswa terlibat dalam suatu permasalahan di sekolah, maka 
guru akan secepat mungkin berkoordinasi dengan orangtua untuk 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga tidak akan berlarut-larut. 
 Penerapan sistem panoptikon yang terakhir adalah dengan penyediaan 
HP atau telepon genggam sekolah bagi siswa yang hendak menghubungi 
anggota keluarga mereka. Tanpa disadari telepon genggam tersebut menjadi 
salah satu alat sekolah untuk mengawasi siswa. Telepon genggam dapat 
menyimpan  riwayat pemakaian oleh siswa. Hal ini membuat sekolah akan 
lebih mudah memeriksa siapa saja yang dihubungi oleh siswa. Sehingga ketika 
terjadi suatu masalah pada siswa yang sering meminjam telepon tersebut 
mempermudah sekolah dalam mencari informasi terkait anak tersebut.  
 Jadi berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya 
pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah yaitu melalui razia telepon genggam 
dan pemberian poin sebagai wujud dari penguasaan oleh sekolah. Kedua 
bentuk pendisiplinan ini sebagai konsekuensi ketika siswa tidak taat kepada 
tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian bentuk pendisiplinan lain yang 
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dilakukan oleh sekolah adalah melalui pengawasan yang dilakukan oleh 
sekolah sendiri dan pengawasan melalui kerjasama dengan orang tua/ wali 
murid. Pengawasan yang dilakukan di sekolah antara lain yaitu melalui 
pemasangan CCTV, pemusatan pintu masuk dan keluar, pemberlakuan surat 
ijin, serta penyediaan HP. Sedangkan kerjasama dengan dilakukan dengan 
orangtua siswa diwujudkan melalui pembuatan grup paguyuban kelas sebagai 
media waali kelas, guru BK dan orang tua/ wali murid untuk bekerja sama 






SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bentuk-bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan 
Sekolah Ramah Anak di SMPN 3 Surakarta yang pertama dilakukan melalui  
Pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi poin dan razia telepon genggam. 
Kedua pendisiplinan siswa dilakukan melalui pengawasan oleh sekolah yang 
diwujudkan melalui pemasangan CCTV pada setiap lorong, pemusatan pintu 
keluar dan masuk serta pemberlakuan surat ijin. Ketiga pendisiplinan siswa 
dilakukan melalui pengawasan sekolah yang kerjasama dengan orang tua 
siswa. Pendisiplinan ini dilakukan melalui grup paguyuban kelas yang pakai 
untuk memantau kegiatan siswa baik di sekolah maupun ketika di rumah.  
2. Mekanisme pembentukan tubuh-tubuh yang taat di sekolah 
 Pendisiplinan berkenaan dengan penaklukan tubuh oleh relasi kuasa-
pengetahuan serta melalui pengawasan total yang akan menjadikan tubuh 
patuh. Pendisiplinan tidak lagi dilakukan degan jalan kekerasan. 
Pendisiplinan di SMPN 3 Surakarta dilakukan melalui pemberian sanksi poin 
serta razia telepon genggam. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa-
pengetahuan yang didalam sekolah adalah kepala sekolah dan guru, 
menghasilkan kebenaran berupa tata tertib yang menjadi standar kehidupan di 
sekolah. Tubuh dipaksa tunduk pada aturan karena ketika mereka melanggar 
maka akan mendapat konsekuensi berupa sanksi yang mengikat yaitu sanksi 
poin. Adanya pengawasan total juga nampak dari pemasangan CCTV di 
setiap sudut sekolah. CCTV terpasang di setiap lorong sehingga setiap siswa 
diawasi sepanjang waktu. Pemusatan pintu masuk dan keluar, pemberlakuan 
surat ijin, pembuatan paguyuban kelas serta peyediaan telepon genggam juga 
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menjad bentuk pendisiplinan yang dilakukan untuk membuat siswa taat di 
SMPN 3 Surakarta.  
B. Implikasi 
1. Implikasi Teoritis 
a. Dalam penelitian upaya pendisiplinan siswa ini dapat menguatkan konsep 
pembentukkan tubuh yang taat sesuai teori disiplin dan hukuman Michel 
Foucault. Dalam pandangan Foucault tentang konsep disiplin dan 
hukuman, pendisiplinan merupakan sebuah sistem dalam rangka 
penaklukkan tubuh yang dilakukan oleh sebuah relasi kuasa-pengetahuan. 
Pendisiplinan melalui pemberian sanksi serta pengawasan merupakan 
sistem yang dilakukan sekolah untuk menaklukkan tubuh. Guru yang 
merupakan kuasa membuat siswa untuk tunduk pada tata tertib dibuktikan 
dengan adanya sanksi yang memaksa dan mengikat diberikan pada siswa 
ketika mereka melanggar tata tertib. Dalam pendisiplinan juga terdapat 
unsur pengawasan total atau yang disebut dengan sistem panoptikon oleh 
Faucault sebagai pelipat gandaan kuasa yang tampak dari pemasangan 
CCTV, pemusatan pintu keluar dan masuk, pemberlakuan surat ijin, 
pembuatan grup paguyuban serta penyediaan telepon genggam. Semua 
dilakukan sekolah untuk terus mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan 
siswa agar tetap sesuai dengan nilai norma yang berlaku di sekolah. 
Adanya aturan, penguasaan tubuh serta pengawasan merupakan sistem 
yang membentuk tubuh disiplin atau kedisiplinan dalam analisis disiplin 
dan hukuman Michel Foucault.  
b. Kelebihan analisis upaya pendisiplinan dalam mewujudkan Sekolah Ramah 
Anak mengunakan teori disiplin dan hukuman Michel Foucault adalah 
dapat menjelaskan bahwa kedisiplinan tidak dibentuk melalui kekerasan 
atau hukuman fisik melainkan dibentuk melalui penundukan tubuh. Tubuh 
bukan lagi dijadikan sasaran utama tetapi, dijadikan media untuk membuat 
seseorang menjadi patuh pada nilai serta norma yang berlaku. Melalui 
setiap aturan, tata tertib serta sistem pengawasan yang bekerja di sekolah 
siswa dapat dibuat menjadi tubuh yang taat serta tunduk.  
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c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian 
lain mengenai upaya pendisiplinan dalam Sekolah Ramah Anak.  
 
2. Implikasi Praktis 
a. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran untuk masyarakat mengenai 
pendisiplinan yang sesuai dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak 
b. Hasil penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi sekolah maupun pemerintah 
dalam melakukan pendisiplinan di sekolah. Sehingga dapat dilakukan 
inovasi tentang system pendisiplinan yang lebih baik.  
c. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi literatur ilmu sosial 
khususya dalam sosiologi karena dapat membantu masyarakat untuk 
memahami konsep pendisiplinan dalam perspektif teori disiplin dan 
hukuman Michel Foucault.  
3. Implikasi Metodologis 
a. Dalam penelitian ini, penentuan topik yang akan dijadikan bahan penelitian 
sudah cukup menarik, Teknik penumpulan data menggunakan purposive 
sampling juga dilakukan cukup baik. Prosedur yang paling sulit dalam 
penelitian ini adalah tahap penyajian data serta analisa data. 
b. Dalam penelitian yang meneliti upaya pendisiplinan dengan menggunakan 
bentuk pendekatan deskriptif kualitatif dirasa sudah tepat karena melalui 
bentuk ini memudahkan peneliti dalam mendikripsikan dan memahami 
setiap upaya sekolah dalam melakukan pendisiplinan terhadap siswa.  
 
C. Saran 
1. Bagi Siswa  
a. Hendaknya siswa dapat meningkatkan kesadaran untuk taat pada  aturan 
atau tata tertib yang ada di sekolah dengan melaksanakannya tanpa paksaan 
tetapi atas kesadaran diri sendiri.  
b. Hendaknya siswa dapat mengkomuikasikan setiap hambatan atau 
permasalahan yang dihadapi kepada guru dengan memaksimalkan 
83 
 
penggunaan media kotak curhat atau layanan BK sehingga akan 
mengurangi potensi terjadinya ketidakdisiplinan. 
c. Siswa dapat ikut aktif memberikan masukan baik kritik maupun saran bagi 
sekolah dalam rangka menjadikan sistem pendisiplinan lebih efektif. Kritik 
serta saran dapat langsung disampaikan kepada guru atau dapat dituangkan 
melalui tulisan yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam kotak saran 
sekolah. 
2. Bagi Sekolah 
a. Hendaknya guru tidak lagi melakuan pendisiplinan dengan jalan hukuman 
fisik tetapi mengggunkan setiap sistem yang berjalan di sekolah untuk 
membuat siswa menjadi taat.  
b. Hendaknya sekolah lebih meningkatkan sistem pendisiplinan dengan 
menambah pemasangan CCTV pada ruang kelas VII dan VIII. 
c. Hendaknya dapat terjalin kerjasama yang lebih baik dalam sekolah sendiri 
serta antara sekolah dengan orangtua siswa untuk meningkatkan 
pendisiplinan siswa. Seperti mengadakan pertemuan khusus antara  sekolah 
dengan orangtua/ wali murid untuk menyampaikan dan menyelesaikan 
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